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Oleh 

 

HERIYANSYAH 

 

Program Keluarga Harapan bidang pendidikan memberi kesempatan kepada anak-

anak agar dapat mengakses pendidikan yang lebih baik. Dengan adanya program 

ini diharapkan anak-anak Rumah Tangga Sangat Miskin yang menjadi peserta 

Program Keluarga Harapan lebih mudah dalam mengakses pelayanan pendidikan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi 

Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kualitas pendidikan di 

Pekon Yogyakarta Kecamatan Gading Rejo, serta kendala dalam pelaksanaan 

Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kualitas pendidikan di 

Pekon Yogyakarta Kecamatan Gading Rejo. 

 

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Penelitian ini dilakukan di Pekon Yogyakarta Kecamatan Gading Rejo dengan 

jumlah keluarga sangat miskin sebanyak 210 jiwa. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) berkontribusi dalam 

memajukan pendidikan siswa kurang mampu di Pekon Yogyakarta, bantuan 

kepada RTSM yang diberikan pemerintah sangat besar manfaatnya. Anak-anak 

dari keluarga RTSM saat ini berkesempatan untuk menempuh pendidikan 

pendidikan dasar 9 tahun. Kendala dalam pemberian bantuan PKH di bidang 

pendidikan adalah terkadang bantuan sering terlambat saat waktu pencairan, serta 

penerima bantuan hanya mengharapkan uangnya saja dan tidak dibarengi dengan 

peningkatan prestasi dari penerima bantuan PKH bidang pendidikan. 

 

Kata Kunci : Kontribusi, Program Keluarga Harapan, Kualitas Pendidikan. 
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ABSTRACT 

 

 

 

HOPE FAMILY PROGRAM CONTRIBUTION (PKH) 

IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION 

IN YOGYAKARTA DISTRICT 

GADING REJO, PRINGSEWU REGENCY 

 

 

 

By 

 

HERIYANSYAH 

 

The Family Hope Program in education provides better opportunities for children 

to access educational services. This is very possible, because with the assistance 

of this program, it will be easier for children of Very Poor Households who are 

participants of the Family Hope Program to access the available educational 

services. The purpose of this study was to determine and analyze the contribution 

of the Family Hope Program in improving the quality of education in Pekon 

Yogyakarta, Gading Rejo District, as well as obstacles in implementing the 

Family Hope Program in improving the quality of education in Pekon 

Yogyakarta, Gading Rejo District. 

 

This research is a research that uses a descriptive type of research with a 

qualitative approach. This research was conducted in Pekon Yogyakarta, Gading 

Rejo District, with 210 very poor families. The result of this research is that the 

contribution of the Family Hope Program (PKH) in supporting the education of 

underprivileged students in Pekon Yogyakarta is that the assistance provided by 

the government to RTSM is very beneficial. And children from RTSM families can 

take a minimum of 9 years of basic education. The obstacle in providing PKH 

assistance in the field of education is that sometimes aid is often late when it is 

disbursed, and recipients of assistance only expect the money and are not 

accompanied by an increase in the achievement of PKH recipients in the field of 

education. 

 

Keywords : Contribution, Family Hope Program, Quality of Education. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 dijelaskan tujuan Negara Republik Indonesia yaitu 

melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara tersebut harus dapat diwujudkan 

oleh pemerintah, selaku roda penggerak yang berperan penting dalam 

kemajuan suatu negara. Pemerintah harus dapat mengatasi segala macam 

bentuk persoalan yang menghambat kemajuan negara, salah satunya adalah 

masalah kemisikinan (Zahra et al., 2019). 

 

Kemiskinan merupakan keadaan dimana manusia atau kelompok tertentu 

yang mana tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari – hari. Mereka yang 

miskin juga dianggap tidak bisa memnuhi kebutuhan pokok seperti tidak 

ada memiliki tempat tinggal serta tidak dapat menempuh pendidikan yang 

tinggi. 

 

Kemiskinan merupakanmmasalah multidimensi yangmditandai dengan 

rendahnyaarata-rata kualitasahidup, pendidikan,akesehatan, giziaanak dan 

sumberrair minum penduduk. Kelompokttertentu, seperti perempuantdan 

anak-anak, merasakan beban kemiskinan yang mengancam masatdepan 

akibat kekurangantgizi dan rendahnyattingkat kesehatantdan pendidikan 

(Ferezagia, 2018). Kemiskinannmerupakan masalah multidimensinyang 

didefinisikantsebagai kondisitindividu atau kelompok yang tidaktterpenuhi 
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hak-haktdasarnya untuk mempertahankantdan mengembangkantkehidupan 

yangibermartabat (Suripto & Subayil, 2020). 

 

Kemiskinan dapat diartikan sebagai taraf hidup yangtrendah, yaitutadanya 

suatu derajat kekurangan materiil tertentu bagi sebagian atautsekelompok 

oranggdibandingkan dengan taraf hidup umum dalam masyarakatyyang 

bersangkutan. 

 

Ilmuwan sosial sepakat bahwa penyebabuutama kemiskinan berkaitan 

dengan institusi ekonomi yangtberlaku ditmasyarakat. Namun, banyaktahli 

juga percayatbahwa kemiskinan bukan hanya gejala dari sistemtekonomi. 

Kemiskinan merupakannhasil interaksi yang melibatkannhampir semua 

aspekikehidupan manusia (Restuhadi & Hadi, 2021). 

 

Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah kemasyarakatan yang terus 

menerus dikaji, karena sejarahnya yang panjang dan gejalanya semakin 

parah seiring dengan krisis multidimensi yang masih dihadapi bangsa 

Indonesia. Penyebab kemiskinan adalah karena Indonesia merupakan salah 

satu negara berkembang, jumlah penduduk semakin meningkat dari tahun 

ke tahun, dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih jauh lebih rendah 

dibandingkan negara maju (Hasibuan et al., 2019). 

 

Pemerintah Indonesia selalu berusaha untuk memberantas kemiskinan dengan 

berbagai cara salah satunya yaitu memberi bantuan sosial kepada masyarakat. 

Sejarahnya dimulai dari Presiden Soekarno menetapkan UU No.33/1947 jo 

UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan 

(PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk 

usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang 

pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan 

Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 

tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Masa Pemerintahan Soeharto, program 

jaminan sosial lebih mengutamakan penyelenggaran jaminan sosial bagi 

kelompok aparatur negara seperti PNS, Polri, TNI, dengan program Askes, 
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Asabri,program Pensiun. Pada tahun 1977 mulai dilaksanakan program 

asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK). Lalu tahun 1992 menjadi Program 

Jamsostek yang terdiri dari jaminan sosial jaminan kecelakaan kerja, jaminan 

kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, dan jaminan hari tua. 

Dalam upaya mengatasi dampak krisis ekonomi Indonesia, Pemerintah 

menjalankan program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) dalam kerangka 

Structural Adjustmen Program (SAP) yang diwajibkan oleh Bank Dunia 

kepada negara kreditur. Habibie juga meratifikasi 7 standar pokok perburuhan 

ILO menjadi fundamen perlindungan sosial kelas buruh/pekerja. Terdapat 

berbagai program JPS seperti JPS-Bidang Pendidikan, JPS-Bidang 

Kesehatan, OPK-Beras, PDM-DKE (Pemberdayaan Masyarakat Desa), 

Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), 

Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan 

Kemiskinan Perkotaan (P2KP). 

Kemudian pada pemerintahan Presiden Gus Dur menandatangani 

Kesepakatan Internasional Millenium Development Goals pada September 

2000. Selain itu kontribusi presiden Gusdur adalah menyusun Rencana Aksi 

Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (RANPKTP) dimana 

didalamnya termasuk skema perlindungan sosial untuk perempuan. 

Selanjtnya era presiden Megawati UU menetapkan UU No. 40 Tahun 2004 

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menjangkau setiap warga 

negara untuk meperoleh jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, jaminan 

kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun. 

Sedangkan  presiden SBY menetapkan Strategi Nasional Penanggulangan 

Kemiskinan (SNPK) ke dalam RPJMN 2004-2009. Dokumen SNPK disusun 

secara partisipatif dengan pendekatan kemiskinan berbasis hak azasi manusia 

yang didalamnya menjamin pemenuhan perlindungan sosial sebagai hak 

azasi. Pada tahun 2005-2007 sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM, 

pemerintah menyalurkan berbagai program bantuan sosial seperti Jaminan 
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Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (JPKMM) PNPM, dll. Di 

era ini mulai berkembang program jaminan kesehatan yang diinisiasi oleh 

pemerintah daerah. 

Tahun 2008, pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan 

Jaminan Persalinan. Kemudian pada tahun 2010, pemerintah SBY 

menetapkan Pembentukan Tim Nasional Kordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan (TNP2K) untuk mengkoordinasikan kebijakan percepatan 

penanggulangan kemiskinan terkait Perlindungan Sosial (Klaster 1) di lintas 

sektor dan mengembangkan sistem basis data terpadu sebagai basis 

penargetan program perlindungan sosial. Pemerintah menetapkan UU RI No. 

9 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan UU RI No. 

13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Setelah sempat 10 tahun 

tertunda, akhirnya Presiden SBY diakhir kepemimpinannya mulai tahun 1 

Januari 2014 melaksanakan UU SJSN terdiri Program Jaminan Kesehatan 

Nasional oleh BPJS Kesehatan dan Program Jaminan Ketenagakerjaan oleh 

BPJS Ketenagakerjaan. 

Kemudian pada era presiden Joko Widodo langsung menjalankan beberapa 

program perlindungan sosial yang dikenal dengan Kartu Sakti (Kartu 

Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Kesejahteraan Keluarga. 

Pemerintah Jokowi mengeluarkan kebijakan pengurangan subsidi BBM dan 

mengalihkan subsidi untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur dan 

menambah alokasi anggaran program bantuan sosial bagi rakyat miskin serta 

bantuan PKH. 

Pada penelitian ini akan membahas mengenai program Keluarga harapan 

yang berdiri sejak tahun 2013. Program tersebut bertujuan 

untuknmeminimalisir masalah kesejahteraan sosialnkhususnya peningkatan 

kemiskinan, pemerintahnIndonesia melalui KementeriantSosial telah 

mengeluarkaniProgram Keluarga Harapan (PKH). Program tersebut 

dilaksanakanioleh Dinas Sosialiyang merupakanisalah satu 
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instansinpemerintah yangnbergerak di bidang sosial. Program ini bertujuan 

untuk menciptakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskinidi 

Indonesia (Saragi et al., 2021).  

 

Sasaran program PKH salah satunya adalah perbaikan pendidikan pada 

masyarakat miskin. Harus diakui bahwa tidak semua orang memiliki akses 

terhadap pendidikan yang berkualitas. Secara umum, masih banyak 

masyarakat pada lapisan menengah ke bawah tidak bisa mendapatkan 

pendidikan yang layak.  

 

Hal ini karenaymereka biasanya tidaktmemiliki uang untuk mendapatkan 

pendidikan. Mahalnyanbiaya pendidikanndi Indonesia membuat keluarga 

miskinitidak bisa menyekolahkanianaknya. Banyak anakiputus sekolahidan 

memilih mencari pekerjaan untuk menopang masa depan keuangan keluarga 

mereka (Alsukri, 2020). 

 

Keluarga menginginkan program pendidikan untuk memberikan anak-anak 

akses yang lebih baik ke layanan pendidikan. Haltini sangattdimungkinkan 

karena dengantbantuan programtini, anak-anak dari keluarga sangattmiskin 

pesertatProgram Keluarga Harapan akantlebih mudah mengaksesslayanan 

pendidikan yangitersedia (Prayitna et al., 2018). 

 

Pendidikan adalahtbagian integral dalamtpembangunan. Prosestpendidikan 

tidak dapattdipisahkan dari prosestpembangunan itutsendiri. Kelangsungan 

hidup sertaakemajuan suatuubangsa, khususnyaabagi negara yangssedang 

membangun dantditentukan oleh majuttidaknya pendidikan. Latartbelakang 

tersebut membuatpperan pendidikan dirasakanssangat penting bagissetiap 

Bangsa (Inanna, 2018). 

 

Pasal 1 Ayat (1) Undang-UndangiRepublik IndonesiaiNomor 20 Tahuni2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) menyatakan bahwa, 

“pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi yang ada pada dirinya untuk memiliki kekuatan 
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spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan 

Negara”. 

 

Akses terhadap pendidikan yangbbermutu merupakan hak setiappwarga 

negaratyang dijamintoleh Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana 

diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia alinea keempattyang menyatakan bahwaapendidikan adalah hak 

semua bangsa, olehtkarena itutsetiap warga negara berkesempatan 

menempuh pendidikan sebagai hak dasar warga negara. 

 

Untuk mencapai hal tersebut, Program Keluarga Harapan dalam Pendidikan 

bertujuan untuk menginspirasi keluarga sangat miskin untuktmendaftarkan 

anak-anak merekandan mendorong mereka untuk memenuhi komitmen 

mereka untuk hadir selama proses pembelajaran. Program telah berjalan 

sebagaimana mestinya, namun terdapat kendala, salah satunya adalah 

ketersediaan data kelayakan peserta Program Keluarga Harapan. 

 

Pekon Yogyakarta Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, 

merupakan salah satu wilayah yang mendapatkan bantuan Program Keluarga 

Harapan. Terkait dengan sifat kemiskinan yang multidimensional, ada yang 

kita kenal dengan kemiskinan struktural dan kultural, bahkan dalam ilmu 

antropologi dikenal adanya kebudayaan kemiskinan atau mentalitas 

kemiskinan. 

 

Jika berbicara tentang kemiskinan struktural, artinya struktur yang 

memiskinkan masyarakat, masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan 

keputusan dan tidak ada peluang yang baik. Dikenal sebagai budaya 

kemiskinan, adalah budaya yang memiskinkan rakyat, yang dalam 

antropologi dikenal sebagai Koentjaraningrat, mentalitas atau budaya 

kemiskinan sebagai budaya kemiskinan. Seperti, pada sebagian masyarakat 

Pekon Yogyakarta Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu menurut 

data yang ada di kantor pekon, bahwa mereka teralahir memang sudah dalam 

keadaan miskin dan pasrah dengan keadaan tersebut, atau karenaadulu orang 
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tuanyatatau nenek moyangnyaijuga miskin, menyebabkan kurangnya usaha 

untuk maju.  

 

Masyarakat juga beranggapan bahwa sekolah atau pendidikan tinggi itu tidak 

penting, sehingga banyak anak yang bersekolah hingga tamat Sekolah Dasar 

saja, lalu setelah tamat, mereka akan bekerja membantu orang tua bekerja di 

sawah atau di ladang. Sejalan dengan pernyataan diatas Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan (Disdikbud) Pringsewu catat sebanyak 928 anak SD maupun 

SMP putus sekolah selama januari hingga november 2021. 

Rincian data tersebut yakni Pringsewu 78 anak, Gadingrejo 174 anak, 

Ambarawa 113 anak, Pagelaran 31 anak, Pardasuka 129 anak, Banyumas 45 

anak, Adiluwih 174 anak, Sukoharjo 161 anak dan Pagelaran Utara atau 

Pantura 23 anak.  

Adapun jumlah penduduknmiskin di Kabupaten Pringsewu adalahisebagai 

berikut : 
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Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin di Kecamatan Gading Rejo 

Nomor Nama Desa / 

Kelurahan 

Jumlah Penduduk 

Miskin (jiwa) 

1 Parerejo 269 

2 Blitarejo 198 

3 Panjerejo 321 

4 Bulukarto 269 

5 Wates 577 

6 Bulurejo 342 

7 Tambakrejo 554 

8 Wonodadi 255 

9 Tambak Rejo Timur 388 

10 Tegalsari 203 

11 Tulung Agung 150 

12 Yogyakarta 210 

13 Kediri 130 

14 Mataram 271 

15 Wonosari 117 

16 Klaten 299 

17 WatesTimur 301 

18 Wates Selatan 316 

19 Gading Rejo Timur 226 

20 Gading Rejo Utara 177 

21 Tambak Rejo Utara 96 

22 Yogyakarta Selatan 525 

23 Wonodadi Utara 95 

Total 6289 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kecamatan Gading Rejo, 2020 

 

 

 

Berdasarkan tabeltdi atas, dapattdiketahui bahwa, jumlahtpenduduk miskin 

yang di Kecamatan Gading Rejo adalah Pekon Yogyakarta, yaitu sebanyak 

210 jiwa. Walaupun jumlah penduduk miskin di pekon lain lebih banyak akan 

tetapi di pekon Yogyakarta memiliki jumlah penerima PKH paling banyak 

yaitu sejumlah 108 penerima PKH serta angka putus usia SD-SMP yang 

paling tinggi diantara kecamatan lain (Dinas Sosial Pringsewu, 2022). 

Meskipun banyaktstrategi telah digunakan untuktmeningkatkan akses, 

sepertimbeasiswa bagi masyarakat miskin, bantuanmoperasional sekolah, 

angkanpartisipasi sekolahndi Indonesia masihnbelum optimal, terutama 

bagimanak-anak dari keluarga sangatmmiskin. Keluarga menginginkan 
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program pendidikan untuk memberikan anak-anak akses yang lebihibaik ke 

layanan pendidikan. Haliini sangatidimungkinkan karena denganibantuan 

programiini, anak-anak dari keluarga sangat miskinipeserta Program 

Keluarga Harapan akannlebih mudahmmengakses layanan pendidikaniyang 

tersedia. 

 

Semakin banyak proyek pengentasan kemiskinan yang terlibat, semakin 

banyak orang miskin. Terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan di 

bidangnpendidikan Pekon Yogyakta Kecamatan Gading Rejo Kabupaten 

Pringsewu diperlukan koordinasi yang lebih baik kepada pihaknterkait agar 

proses pelaksanaannya dapat menarik kelompok sasarannyang tepat dan 

mengikuti program tersebut, karena dalam pelaksanaan Program Keluarga 

Harapan (PKH) sering terjadiskesalahan yaitustidak tercapainya tujuan. 

Penerimasbantuan tunai atau PKHuseharusnya adalah keluarga yangutidak 

mampu, tetapi kenyataannya bantuan diberikan kepada keluarga dengan 

rumah batu (beton), dan banyak orang yang layak tidak tertolong. Kemudian 

sarana dan prasarana di bidang pendidikan yang kurang serta akses jalan 

yang belum baik. 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut dengan judul “Kontribusi Program Keluarga Harapan 

(PKH) Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan di Pekon Yogyakarta 

Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latarubelakang yangutelah dipaparkan sebelumnya, maka 

rumusanimasalah pada penelitianiini adalah : 

1. Bagaimana kontribusi dan Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) 

Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan di Pekon Yogyakarta Kecamatan 

Gading Rejo? 

2. Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Program Keluarga 

Harapan (PKH) DalamnPeningkatan Kualitas Pendidikanudi Pekon 

Yogyakarta Kecamatan Gading Rejo? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pada penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi dan dampak Program 

Keluarga Harapan (PKH) Dalam PeningkatansKualitas Pendidikantdi 

Pekon Yogyakarta Kecamatan Gading Rejo. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan Program 

Keluarga Harapan (PKH) DalamsPeningkatan KualitasuPendidikan di 

Pekon Yogyakarta Kecamatan Gading Rejo. 

 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 

Penelitianiini diharapkan memberikanimanfaat, yaitu: 

1. Secaraiteoritis 

Penelitianiini dapat memberi sumbangannpemikiran, informasi, serta 

acuan dan referensi dalammilmu sosiologi dan memberi tambahan 

wawasaniilmu pengetahuan ikhususnya berkaitan dengan 

penerapantProgram KeluargaaHarapan (PKH) dalam memberikan 

kontribusi  pada peningkatan kualitas pendidikan. 

2. SecaraiPraktis 

Hasil darispenelitian inisdapat memberi masukan dan gambaran yang 

lebih bermanfaatskhususnya bagi Dinas SosialnKabupaten Pringsewu 

terhadap kontribusi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam 

Peningkatan Kualitas Pendidikan di Pekon Yogyakarta Kecamatan 

Gading Rejo.  



 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Tinjauan Tentang Pembangunan 

 

2.1.1 Pengertian Pembangunan 

 

Konsep pembangunan seringkali melekat dalam konteks mempelajari 

perubahan, dimana pembangunan diartikan sebagai suatu bentuk 

perubahan yang direncanakan, setiap orang atau kelompok secara 

naluri selalu mengharapkan sebuah perubahan yang akan memberikan 

bentuk lebih baik dari keadaan sebelumnya; dalam rangka mewujudkan 

keinginan dan harapan tersebut tentu diperlukan sebuah perencanaan. 

Pembangunan terencana dipandang sebagai upaya yang lebih rasional 

dan teratur untuk mengembangkan masyarakat yang belum 

berkembang atau baru berkembang (Subandi, 2011). 

 

Pembangunan pada awalnya mengacu pada pengertian pertumbuhan 

ekonomi. Suatu masyarakat dianggap berhasil berkembang jika 

pertumbuhan ekonominya cukup tinggi. Oleh karena itu, yang diukur 

adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap 

tahunnya (Harun, 2011). 

 

Di bidang sosial, upaya pembangunan pada umumnya diarahkan pada 

nilai dan sikap dalam membangun masyarakat yang lebih kondusif 

bagi pembaruan, pembangunan, pembangunan, dan pembangunan 

nasional. Termasuk menumbuhkan semangat dan dorongan usaha 

yangmproduktif, dan yangmlebih penting, proses pendewasaan 

masyarakat yang dapat dikembangkan melalui pendampingan dan 

doronganiserta kehadiran energi (Sukirno, 2004).  
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Pembangunanisebenarnya terdiri dari duaiunsur utama, yang pertama 

adalah masalah bahan yang akan diproduksi dan dibagikan, dan yang 

kedua adalah masalah manusia, yang merupakan penggagas dan 

pembangun umat manusia. Bagaimanapun, pembangunan pada 

akhirnyanharus mengarah pada pembangunanamanusia; orang-orang 

yang dibanguntadalah orang-orang kreatif, dantuntuk menjadi kreatif, 

manusia harusnmerasa bahagia, aman, dannbebas dari rasantakut. 

Pembangunannpada hakekatnya adalahnproses transformasi suatu 

masyarakat dari satu situasi ke situasi lain yang lebih mendekati 

tatanan sosial yang diinginkan; dalam prosesntransformasi, dua hal 

perlutdiperhatikan, kontinuitas dantperubahan, dan perbedaan antara 

keduanya menciptakan daya tarik. kekuatan untuk pembangunan 

sosial (Arsyad, 2010). 

 

Konsep pembangunannyang dikembangkanndi Indonesia memiliki 

kecenderungan di antaranya sebagai berikut (Wrihatnolo dan 

Dwidjowijoto, 2007):  

1. Strategiipertumbuhan  

2. Pertumbuhanidan distribusi  

3. Teknologiitepat guna  

4. Kebutuhanidasar  

5. Pembangunaniberkelanjutan dan  

6. Pemberdayaan  

 

Rostowiberpendapat bahwa transisi dariinegara terbelakang ke negara 

majundapat dijelaskan dengan serangkaian tingkat atau tahapan 

pembangunan yang dilalui semua negara. Rostow mengemukakan 

lima tahap yang dilalui suatu negara dalam perkembangannya; yaitu 

(Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007):  

1. Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang tidak memahami 

teknologi modern, atau mengandalkan kekuatan fisik. Sektor 

utama masih pertanian, perikanan, kehutanan dan peternakan.  
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2. Tahap persiapan tinggal landas adalah ketika masyarakat sudah 

mulai memanfaatkan ilmu pengetahuan dannteknologi modern 

untuk bergerak menujuinegara-negara industri.  

3. Tahap tinggalilandas adalah meningkatnya pertumbuhaniekonomi 

dengan memprioritaskan bidang industri di dalam pembangunan  

4. Masyarakat dewasa adalah masyarakat dengan penggunaan 

teknologi yang lebih modren dalam beraktivitas di bidang ekonomi.  

5. Tingginya komsumsi masyarakat adalah masa dimana masyarakat 

mempunyai taraf komsumsifyang tinggi dalam proses produksi 

barang maupun jasa.  

 

 

2.1.2 Konsepsi Pembangunan Masyarakat 

 

Korten mengemukakan bahwa konsep pembangunan berpusat pada 

rakyat berpandangan akan inisiatif yang kreatif dari rakyat sebagai 

sumber daya pembangunan primer serta beranggapan kesejahteraan 

secara sprit dan materi sebagaiftujuan utama yang inginidicapai oleh 

prosesipembangunan. Kemudian Korten mengungkapkan temaipenting 

yangimenentukan konsepiperencanaan yangiberpusat padairakyat, yaitu 

(Mardikanto dan Soebiato, 2015):  

1. Untuk menangani kebutuhan-kebutuhan kaum miskin maka 

diberikan dukungan terhadap proses pembangunan serta usaha-

usaha secara swadaya.  

2. Bagi pertumbuhan ekonomi kontemporer, sektor modern 

merupakan sumber utama, berbalik dengan sektorntradisional 

menjadi sumbernutama di dalam kehidupan hamper seluruhnya 

rumahitangga miskin.  

3. Pengelolaan yang produktif dengan cara swadaya dalam rangka 

memenuhi kebutuhan akannkelembagaan di dalam upayanya 

membangunskemampuan para penerimasbantuan yang tergolong 

miskiniberdasarkanisumber-sumber dayailokal. 
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Nasikun berpendapat bahwa prinsip pembangunan harusipertama-tama 

dilakukan atasminisiatif serta dorongan dari kepentingan yang 

berkembang di tengah masyarakat, Nasikum menyebutnya sebagai 

paradigma pembangunan yang baru. Masyarakat dalam hal tersebut 

perlu diberikan kesempatan untuk terlibat dalam seluruh tahapan 

pelaksanaan perencanaan pembangunan, termasuk di dalamnya 

kepemilikan beserta hak milik terhadap aset dan infrastruktur. 

Distribusi mamfaat serta keuntungan akan dirasa dapat lebih merata dan 

adil bagismasyarakat darisoperasinya akan dapatsdiletakkan dengan 

lebihikokoh dengan semua itu jaminan tersebut (Anwas, 2013).  

 

Aspek penting dari program pengembangan pemberdayaan 

masyarakat adalah yang disiapkan oleh masyarakat itu sendiri, yang 

memenuhi kebutuhanmdasar masyarakat, mendukung partisipasi 

masyarakat miskintdan kelompoktterpinggirkan lainnya, membangun 

dengan sumbertdaya lokal, berfokus pada dampaktlingkungan, tidak 

menciptakannketergantungan dan berkelanjutan. Namun, komitmen 

pemerintahipusat dan daerah dalam bentuk dukungan dana dan sumber 

daya pendukung lainnya tetap penting dalam mendorong 

pemberdayaantmasyarakat (Guntur, 2009).  

 

Menurut DirjentBangdes, community development padathakikatnya 

merupakannproses dinamis yangnberkelanjutan, dari terwujudnya 

aspirasi dan harapannhidup yang lebihhsejahtera dari masyarakat, 

dengan strategi menghindaritkemungkinan menggunakan masyarakat 

desaisebagai pembawa akses ke kawasan/PembangunaniDaerah. Alih-

alih birokrasi, program pengembangan masyarakat iniiberpusat pada 

komunitas atau masyarakat itu sendiri (E. Suharto, 2014).  

 

Sejalan dengan pernyataan diatas dalam program keluarga harapan juga 

terdapat pemberdayaan masyarakat, contohnya adalah perkumpulan 

rutin yang diadakan oleh tim pendamping yang kemudian dihadiri oleh 

para penerima bantuan PKH.  Didalam pertemuan rutin itu para 
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penerima bantuan mendapatkan pelatihan usaha yang bertujuan untuk 

mengubah pola perilaku masyarakat kearah yang lebih baik terutama 

untuk mendorong usaha yang dijalani. 

 

Sementara itu menurut (E. Suharto, 2014): konsepsi pembangunan 

merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh suatu negara-

bangsa untuk mewujudkan modernisasi secara terencana dan sadar 

dengan latar belakang pembangunan suatu bangsa. Pada pemeriksaan 

lebih dekat, setidaknya 7 ide utama muncul di permukaan 

perkembangan, yaitu : 

1. Pertama: Pembangunan adalah sebuah proses. Artinya 

pembangunan adalah rangkaian kegiatan yang berlangsung secara 

berkelanjutan, terdiri dari rangkaian tahapan yang berdiri sendiri di 

satu pihak, tetapi “bagian” dari sesuatu yang tidak pernah berakhir. 

Bertahap membutuhkan sejumlah pendekatan, seperti jangka 

waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh.  

2. Kedua : Pembangunan adalah suatu usaha yang secara sadar 

diidentifikasi untuk dilaksanakan.  

3. Ketiga : Baik jangka panjang, jangka menengah atau jangka 

pendek, pembangunan terjadi dengan rencana, dan perencanaan 

berarti membuat keputusan sekarang tentang apa yang akan 

dilakukan di masa depan.  

4. Keempat : Rencana pembangunan mengandung konotasi 

pertumbuhan dan perubahan, dengan pertumbuhan menyiratkan 

peningkatan kapasitas yang diharapkan suatu negara untuk 

menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari satu periode ke 

periode lainnya.  

5. Kelima : Pembangunan mengarah pada modernisasi. Di sini 

modernitas diartikan sebagai cara hidup baru yang lebih baik dari 

sebelumnya, cara berpikir yang rasional, dan sistem budaya yang 

kuat dan fleksibel.  
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6. Keenam : Menurut definisi, modernitas melalui berbagai kegiatan 

pembangunan bersifat multidimensi. Artinya modernitas meliputi 

seluruh aspek bangsa dan kehidupannya. 

7. Ketujuh : Semua hal tersebut di atas dalam rangka pembangunan 

bangsa, agar negara-bangsa yang bersangkutan memiliki landasan 

yang lebih kokoh dan eksistensi yang lebih stabil, sehingga 

menjadi negara-bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di 

dunia, karena mampu untuk menciptakan situasi yang 

memungkinkannya berada pada ketinggian yang sama dan pada 

tingkat yang sama denganinegara. lainnya. 

 

 

2.1.3 Pembangunan Sebagai Orientasi Pembangunan Masyarakat  

 

Pembangunaniadalah usaha sadar suatuinegara, negara danipemerintah 

dalam rangkatpencapaian tujuantnasional melaluitpertumbuhan yang 

terencana dan transisi menujujmasyarakat modern. Oleh karena itu, 

tidak ada negara yang dapat mencapai tujuan nasionalnya tanpa 

berbagai jenis kegiatan pembangunan. Dalam bekerja menuju 

masyarakat yang berkelanjutan, beberapa prinsip perlu 

dipertimbangkan, yaitu (Mardikanto dan Soebiato, 2015):  

1. Menghormati dan memelihara komunitas kehidupan  

2. Prinsip ini mencakup bahwa pembangunan tidak boleh 

mengorbankan kelompok lain atau generasi mendatang.  

3. Memperbaiki kualitas hidup manusia  

4. Tujuan dari pembangunan adalah perbaikan mutu hidup masnusia 

yang memungkinkan manusia mengetahui potensi mereka, 

membangun percaya diri, dan masuk ke hidupan yang bermartabat 

dan bercukupan.dan lain-lain.  

 

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa selain transisi menuju orientasi 

kesejahteraan, ekonomi baru, dan humanisasi, orientasi pembangunan 

juga telah berubah dari orientasi pertumbuhan murni menjadi orientasi 

pembangunan berkelanjutan.  
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Menurut DirjeniBangdes, pembangunan masyarakat padaihakekatnya 

merupakan prosesidinamis yang berkelanjutanidari masyarakat kepada 

masyarakatauntuk mencapai aspirasi danaharapan hidup yangalebih 

sejahtera, dengansstrategi menghindarikkemungkinan terpojok oleh 

masyarakatmsebagai daerah pengguna kunjungan. /daerah atau 

pembangunan nasional. Pemahaman ini menyiratkan pentingnya 

inisiatifnlokal, keterlibatan masyarakatnsebagai bagian darinmodel 

pembangunannyang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

pedesaan. (Anwas, 2013).  

 

Memberdayakan inisiatif lokal dan keterlibatan masyarakat adalah 

kata kunci dalam pengembangan masyarakat (E. Suharto, 2014):  

1. Transparansi (keterbukaan)  

2. Partisipasi  

3. Dapat dinikmati masyarakat  

4. Dapat dipertanggung jawabkan (akuntanbilitas)  

5. Berkelanjutan (sustainable)  

 

Paradigmanpembangunan telah bergeser darimpembangunan yang 

berorientasimpada pertumbuhan ekonominke model pembangunan 

alternatif yang menekankannpada pelibatan danmpemberdayaan 

masyarakat. Kegiatanipembangunan yang dilakukan dapatidilanjutkan 

dan merambah ke seluruhppelosok daerah, berlaku untuk semua 

lapisanimasyarakat (E. Suharto, 2014).  

 

Pembangunan masyarkatiini pada dasarnyaiadalah dari, oleh, daniuntuk 

seluruhhmasyarakat, oleh karenaaitupelibatan masyarakatiseharusnya 

diajak untukkmenentukan visi (wawasan) pembangunannmasa depan 

yang akanidiwujudkan. Karena masaadepan merupakan impianaatau 

cita-cita tentangikeadaan masa depaniyang lebih baikidan lebihiindah 

dalam artimtercapainya tingkat kesejahteraannyang lebih tinggi. 

Pembangunannmasyarakat dilakukan dengannpendekatan multisektor 

(holistik), partisipatif, berdasarkanmpada semangat kemandirian, 



18 

 

berwawasanmlingkungan danmberkelanjutan serta melaksanakn 

pemanfaatannsumber dayanpembangunannsecara serasi, selarasndan 

sinergisisehingga tercapai secaraioptimal (Sukirno, 2004).  

 

Dalam melaksanakantkegiatan pembangunan diperlukantkinerja yang 

erat antaratdesa dan satu daerah/wilayahtdan antar daerah/ wilayah. 

Dalam hubungannini perlu selalu diperhatikannkesesuaian hubungan 

antarikota dengan daerahipedesaan disekitarnya, padaiumumnya lokasi 

ini terkonsentrasiiyang mempunyai dampakiketerkaitan denganidaerah-

daerah sekitarnya, denganikerja sama antaridaerah/desa maka daerah-

daerah/desa-desa yanga dimaksud diharapkan dapat tumbuh dan 

berkembangisecara serasi salingimenunjang. Pembangunaniberorientasi 

pada masyarakat berartithasilipembangunan yang akantdicapai akan 

bermamfaat daniberguna bagi masyarakatssetempat, selaintitu juga 

resiko atauicost yang akaniditimbulkan oleh upayaipembangunan ini 

akaniditanggung juga olehimasyarakat setempat (Arsyad, 2010).  

 

Berbagai bentukipartisipasi masyarakat yangimerupakan bagianidalam 

perencanaaniprogram pembangunan dapattdi bentuk atautdiciptakan. 

Hal inissangat tergantung padakkondisi masyarakatssetempat, baik 

kondisissosial, budaya, danmekonomi. Langkah-langka di dalam 

mengajaktperan serta masyarakatisecara penuh didalamipembangunan 

dapat dilakukanidengan jalan (E. Suharto, 2014):  

1. Merumuskan dan menampungikeinginan masyarakatiyang akan di 

wujudkanimelalui upayaipembangunan.  

2. Dengan dibantutoleh pendamping atautnarasumber atau lembaga 

advokasiimasyarakat, dibuatkanialternatif perumusan dariiberbagai 

keinginanitersebut.  

3. Merancang pertemuanmseluruh masyarakat yangmberminat dan 

berkepentinganmyang membicarakanmcost dan benefitmdari 

pelaksanaanipembangunan ini.  

4. Proses pelaksanaanmprogram pembangunan danmpembiayaan 

pembangunan serta rencana pelaksanaan pembangunan 
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melangsungkanmbeberapa kali danmmelibatkan seluruh intansi 

maupunipameran pembangunaniyang terkait.  

5. Melaksanakan programipembangunan disertaitdengan pemantauan 

dan pengawasanipelaksanaan pembangunan.  

 

Perencanaan pembangunanmdaerah dalam konteksmmenejemen 

pembangunanmmerupakan fungsimpertama yang harusndilakukan. 

Perencanaanipembangunan daerahiyang dikembangkaniharus memiliki 

prinsip-prinsip pembangunan antara lain (Wrihatnolo dan 

Dwidjowijoto, 2007):  

1. Perencanaanipembangunan daerahiharus memilki landasanifilosofi 

yang kuatidan mengakar dalamikultur/budaya masyarakatiyang ada 

didaerah.  

2. Perencanaanipembangunan harusibersifat komprensif, holistik, atau 

menyeluruh, sehinggaimampu membangun aspek-aspekiyang akan 

menjadiisatu kesatuan dalamipembangunan.  

3. Perencanaan pembangunanmdaerah harus mengakomodasikan 

keadaantstruktur ruang daritwilayah perencanaannya, sepertiipusat 

perkotaan, pedesaan, danilain sebagainya.  

4. Perencanaan pembangunan daerah harus bersifat 

menyokong/memperkuat perencanaan pembangunan secara 

nasional.  

 

Perencanaan pembangunanidaerah harus dilaksanakanisecara harmonis 

dan mendukunggproses pembangunan secaraanasional dengan tetap 

berlandaskanipada kekuatan, potensi, danikebutuhan daerahiitu sendiri. 

Keterlibatanimasyarakat dalam pembangunaniakan sangatimenentukan 

tercapainya hasiliperencanaan yang baik. Karenaamasyarakat sebagai 

unsurndalam pembangunan, tentunyandapat mengetahui sekaligus 

memahamiiapa yangidibutuhkannya. Disamping masyarakat seharusnya 

diberinkepercayaan oleh pemerintahndalam pembangunan, sehingga 

mereka merasanbertanggungjawab dan merasanmemiliki program 

pembangunanttersebut. Dalam penerapan pelaksanaan suatuuprogram 
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pemerintah dalammpembangunan Era OtonomimDaerah yang 

menjelaskannpembangunan atasnkepemilikan hak dannkewenangan 

Daerah untukimengatur danimengurus daerahisendiri berdasarkaniasas 

Desentralisasi (E. Suharto, 2014). 

 

 

2.2 Tinjauan Tentang Kemiskinan 

 

2.2.1 Definisi Kemiskinan 

Menurut BPS (2016) kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi  

ekonomi, materi dan fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan 

dan bukan makanan yang di ukur dengan pengeluaran. Ukuran 11 

kemiskinan yaitu menggunakan Garis kemiskinan. Yang terdiri dari 

garis kemiskinan makanan (GKM), dan garis kemiskinan non makanan 

(GKNM). Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran yang di 

hasilkan dari nilai kebutuhan minimum makanan yang di hitung dalam 

2.100 kkalori perkapita per hari, sedangkan garis kemiskinan non 

makanan di hitung dari kebutuhan minimum untuk sandang, 

pendidikan, dan kesehatan dan kebutuhan dasar lainya. 

 

Kemiskinan dapattdilihat dari duatsisi yaitu kemiskinantsecara nyata 

dan kemiskinan secaratrata-rata. Kemiskinantabsolut dantkemiskinan 

relatif adalahhkonsep kemiskinan yang mengacuupada kepemilikan 

materi dikaitkan dengansstandar kelayakan hidupsseseorang atau 

kekeluarga. Keduatistilah itu menunjuktpada perbedaantsosial (social 

distinction) yangnada dalamnmasyarakat berangkatndari distribusi 

pendapatan. Perbedaannyaaadalah bahwa padaakemiskinan absolut 

ukurannya sudahiterlebih dahuluiditentukan denganiangka-angkainyata 

(garisnkemiskinan) dan atautindikator atau kriteriatyang digunakan, 

sementara padatkemiskinan relatif kategori kemiskinan ditentukan 

berdasarkaniperbandingan relatifitingkat kesejahteraaniantar penduduk 

(Edi Suharto, 2013).  
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Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya 

mencakup (Edi Suharto, 2013): 

1. Gambaran kekuranganimateri, yang biasanyaimencakup kebutuhan 

pangantsehari-hari, sandang, perumahan, danipelayanan kesehatan. 

Kemiskinanndalam arti inindipahami sebagai situasikkelangkaan 

barang-barangidan pelayananidasar. 

2. Gambaranttentang kebutuhantsosial, termasuk keterkucilantsosial, 

ketergantungan, daniketidakmampuan untuk berpartisipasitdalam 

masyarakat. Hal ini termasukpendidikan dan informasi. 

Keterkucilan sosialibiasanya dibedakanidari kemiskinan, karenaihal 

ini mencakupimasalah-masalahipolitik danimoral, dan tidakidibatasi 

pada bidangiekonomi. 

3. Gambaranntentang kurangnyampenghasilan danmkekayaanyang 

memadai. Makna "memadai" diisini sangatiberbeda-bedaimelintasi 

bagian-bagianipolitik daniekonomi di seluruhidunia. 

 

Jika melihat ketiga gambaran diatas terutama gambaran kekurangan 

materi, masyarakat pekon Yogyakarta yang miskin mereka 

memiliki penghasilan di bawah UMR kabupaten Pringsewu, yang 

mana rata-rata mereka hanya bekerja sebagai buruh harian lepas. 

 

2.2.2 Penanggulangan Kemiskinan 

 

Program penanggulangan kemiskinan adalahhkegiatan yang dilakukan 

olehppemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, sertaamasyarakat 

untuk meningkatkantkesejahteraan masyarakattmiskin melaluiibantuan 

sosial, pemberdayaanimasyarakat, pemberdayaan usahaiekonomi mikro 

dantkecil, serta program lainndalam rangka meningkatkannkegiatan 

ekonomi (Edi Suharto, 2013). 
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Strategi percepatanipenanggulangan kemiskinanidilakukan dengan (Edi 

Suharto, 2013): 

1. mengurangiibeban pengeluaranimasyarakat miskin 

2. meningkatkan kemampuanidan pendapatan masyarakatimiskin 

3. mengembangkan dannmenjamin keberlanjutannUsaha Mikro dan 

Kecil 

4. mensinergikan kebijakanidan program penanggulanganikemiskinan. 

 

Program percepatannpenanggulangan kemiskinan terdiriddari (Edi 

Suharto, 2013): 

1. Kelompok programnbantuan sosial terpadu berbasiskkeluarga, 

bertujuan untukkmelakukan pemenuhan haktdasar, pengurangan 

beban hidup, daniperbaikan kualitasihidup masyarakatimiskin. 

2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis 

pemberdayaanmmasyarakat, bertujuan untukmmengembangkan 

potensiddan memperkuat kapasitasdkelompok masyarakatsmiskin 

untukkterlibat dalam pembangunandyang didasarkan padaiprinsip-

prinsipipember-dayaan masyarakat. 

3. Kelompok programtpenanggulangan kemiskinannberbasis pember-

dayaanmusaha ekonomi mikromdan kecil, bertujuan untuk 

memberikanmakses dan penguatanmekonomi bagi pelakumusaha 

berskalaimikro danikecil. 

 

 

 

2.3 Konsep Kontribusi 

 

Kontribusi berasalmdari bahasa Inggrismyaitu contribute, contribution, 

maknanyamadalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkanmdiri maupun 

sumbangan. Berartindalam hal ininkontribusi dapat berupanmateri atau 

tindakan. Halyyang bersifat materiymisalnya seorang individutmemberikan 

pinjamaniterhadap pihakilain demi kebaikanibersama. MenurutiAnne Ahira 

(2012) “Kontribusi dalamipengertian sebagaiitindakan yaituiberupa perilaku 

yang dilakukan olehhindividu yang kemudianymemberikan dampak baik 
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positif maupunnnegatif terhadap pihakklain. Sebagaiccontoh, seseorang 

melakukanikerja bakti diidaerah rumahnyaidemi menciptakanisuasana asri di 

daerahitempat ia tinggalisehingga memberikanidampak positif bagiipenduduk 

maupunipendatang”.  

 

Departemen Pendidikan Nasional Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2003) dijelaskan bahwa “kontribusi adalah 1) Uang iuran (kepada 

perkumpulan dan sebagainya); 2) sumbangan”. Jadissetiap orang dapat 

dikatakan berkontribusiaapabila terlibataatau melibatkanndiri pada suatu 

kegiatanibaik dalamiposisinya sebagai timikerja maupun karenaijabatan yang 

diembannyatselaku individu. Kontribusittersebut tidak berhentippada satu 

jenis kegiatan atauaaktivitas akan tetapibberkelanjutan meskipunitindakan 

yang dilakukanioleh individu tersebutibeda dengan aktivitasiyang dilakukan 

sebelumnya. Pengertian tersebutnmengartikan kontribusikkedalam ruang 

lingkupmyang jauh lebihmsempit lagi yaitumkontribusi sebagaimbentuk 

bantuanyang dikeluarkantoleh individu atautkelompok dalam bentuktuang 

sajaiatau sokonganidana”.  

 

Sedangkan menurutnAnne Ahira menjelaskannbahwa dengan “kontribusi 

berartiiindividu tersebutijuga berusaha meningkatkaniefisiensi daniefektivitas 

hidupnya.  

 

Hal initdilakukan dengantcara menajamkantposisi perannya. Sesuatutyang 

kemudianmmenjadi bidang spesialis, agarmlebih tepat sesuaimdengan 

kompetensi. Kontribusi dapatmdiberikan dalam berbagai bidangmyaitu 

pemikiran,ikepemimpinan,iprofesionalisme, finansial, danilainnya”. 

 

Menurut Dany (2006) “kontribusi dalam pemahamannya, definisi kontribusi 

adalah suatu bentuk sumbangan berupa material (uang) yang bisa sokongan 

atau sumbangan. Sumbangan ini bisa dilakukan dengan kolektif seperti yang 

dilakukan dalam salah satu situs Kita Bisa yang dikumpulkan dalam 

pembangunan masyarakat” .  
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Sementara itu menurut Yandianto (2000) “Makna kontribusi adalah 

kumpulan adanya uang iuran yang didapatkan dari anggota atau masyarkat 

yang bentuknya sumbangan. Sumbangan ini kemudian dikelola dan 

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat itu 

sendiri”.  

 

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto (2006) mengartikan “kontibusi 

sebagai bentuk iuran uang atau dana, bantuan tenaga, bantuan pemikiran, 

bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat 

membantu suksesnya kegiatan pada suatu forum, perkumpulan dan lain 

sebagainya”. 

 

Berdasarkan beberapaapengertian dinatas disimpulkan bahwaakontribusi 

merupakan bentukkbantuan nyata berupaabantuan uang, bantuanntenaga, 

bantuanipemikiran, bantuan materi, danisegala macamibentuk bantuaniyang 

kiranya dapatmmembantu suksesnyamkegiatan yang telahhdirencanakan 

sebelumnyaiuntuk mencapaiitujuan bersama. 

 

Sejalan dengan pernyataan diatas seharusnya jika merujuk pada buku kerja 

PKH tahun 2019 program keluarga harapan berkontribusi terutama terhadap 

peningkatan kualitas pendidikan anak anak RTSM yang memang terkendala 

biaya untuk memenuhi kebutuhan mereka. 

 

 

2.4 Tinjauan Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) 

 

2.4.1 Definisi Program Keluarga Harapan (PKH) 

 

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu programnyang 

memberikan bantuanntunai kepada RumahnTangga Sangat Miskin 

(RTSM), jikaimereka memenuhiipersyaratan yangiterkait denganiupaya 

peningkatanikualitas Sumber DayaiManusia (SDM), yaituipendidikan 

dannkesehatan. ProgramnKeluarga Harapan (PKH) merupakannsuatu 

program penanggulanganskemiskinan. Kedudukan ProgramnKeluarga 
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Harapan merupakannbagian darinprogram-programnpenanggulangan 

kemiskinannlainnya. ProgramnKeluarga Harapannberada di bawah 

KoordinasiiTim KoordinasiiPenanggulangan Kemiskinani(TKPK), baik 

di Pusatimaupun diidaerah. Oleh sebabiitu akan segeraidibentuk Tim 

PengendalimProgram Kkeluarga Harapanmdalam Tim Koordinasi 

PenanggulangannKemiskinan agarnterjadi koordinasiddan sinergityang 

baik (Buku Kerja PKH, 2015). 

 

Program KeluargaaHarapan merupakantprogram lintastkementrian dan 

lembaga, karenaaaktor utamanyaaadalah dari BadannPerencanaan 

PembangunannNasional, DepartemennSosial, DepartemennKesehatan, 

Departemen PendidikannNasional, DepartemennAgama, Departemen 

Komunikasi dannInformatika dan BadannPusat Statistik. Untuk 

mensukseskan programitersebut, maka dibantuioleh Tim TenagaiAhli 

Program KeluargatHarapan danukonsultan WorldtBank (Buku Kerja 

PKH, 2015). 

 

 

2.4.2 Tujuan Program Keluarga Harapan  

 

Buku PedomantKerja Pendampingtmenjelaskan tentangttujuan utama 

Program KeluargatHarapan adalahtmembantu mengurangitkemiskinan 

denganmcara meningkatkanmkualitas sumber dayammanusia pada 

kelompoktmasyarakat sangattmiskin. Tujuan dalamtjangka pendeknya 

bantuantini adalahtmembantu mengurangitbeban pengeluarantRumah 

TanggatSangat Miskin.  

 

Sedangkanttujuan untuk jangkatpanjang adalah dengantmensyaratkan 

keluarga penerimamuntuk menyekolahkanmanaknya, melakukan 

imunisasinbalita, memeriksakannkandungan ibuuhamil, dannperbaikan 

gizi, dengannharapan akannmemutus rantaikkemiskinan antargenerasi 

(Buku Kerja PKH, 2015).  
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Dijelaskantdalam buku Pedoman UmumtProgram Keluarga Harapan, 

tujuantyang ingin dicapaitmemiliki perbedaantredaksi, walaupuntsecara 

substansial memiliki kesamaan dalam makna. Dikatakan bahwa 

ProgramtKeluarga Harapantadalah untuk mengurangitkemiskinan dan 

meningkatkantkualitas sumber dayatmanusia terutamatpada kelompok 

masyarakattmiskin (Buku Kerja PKH, 2015). 

 

 

2.4.3 Komponen Program Keluarga Harapan 

 

Komponen yang menjadi fokus utama dalam Program Keluarga 

Harapan adalah bidangnkesehatan dannpendidikan. Tujuannutama 

Program Keluarga Harapan dalam bidang Kesehatan adalah 

meningkatkantstatus kesehatantibu dan anaktIndonesia, khususnyatbagi 

kelompoktmasyarakat sangat miskintmelalui pemberiantintensif untuk 

melakukantkunjungan kesehatantyang bersifat preventif (pencegahan 

dantbukan pengobatan). Saattini, komponen ProgramiKeluarga Harapan 

hanyatdifokuskan padat2 (dua) sektortdi atas, dengantalasan bahwa 

keduaisektor ini merupakaniinti peningkatan kualitasihidup masyarakat. 

Komponen pendidikan dalam Program Keluarga Harapan 

dikembangkaniuntuk meningkatkaniangka partisipasiipendidikan dasar 

wajib 9atahun serta upayaamengurangi angka pekerjaaanak pada 

keluargaayang sangat miskin. Anak penerima Program Keluarga 

HarapantPendidikan yangtberusia 7-18 tahuntdan belumtmenyelesaikan 

program pendidikantdasar 9 tahuntharus mendaftarkantdiri di sekolah 

formalaatau non formalsserta hadir sekurang-kurangnyat85% waktu 

tataptmuka.  

 

Setiap anak peserta Program Keluarga Harapan berhak menerima 

bantuan selain Program Keluarga Harapan, baik itu program nasional 

maupun lokal. Bantuan. 

 

Program Keluarga Harapan bukanlah pengganti program-program 

lainnyatkarenanya tidaktcukup membantutpengeluaran lainnyatseperti 
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seragam, bukutdan sebaginya. ProgramtKeluarga Harapantmerupakan 

bantuantagar orang tuaadapat mengirimtanak- anaknyaake sekolah. 

Rendahnyattingkat seorang kepalatkeluarga menyebabkantpenghasilan 

yang diperolehnjuga rendah sehinggamtidak mampu memenuhi 

kebutuhannkesehatan dan pendidikantanak-anaknya. Sementaratjika 

kesehatantibu hamiltpada keluarga miskinttidak memadaitmaka kondisi 

kesehatantbayi yangtdilahirkan akanttidak memadaitpula. Akibatnya 

pertumbhantanak keluarga miskinttidak memadai dantberdampak pada 

rendahnyatkapasitas belajartanak. 

 

Kondisi kemiskinannmenyebabkan anaknputus sekolah atauntidak 

mengenyam bangkunsekolah samansekali, bahkan adanyang harus 

membantuumencari nafkah. Akhirnyamkualitas generasi penerus 

keluarga miskintsenantiasa rendahtdan terjerat padatlingkaran 

kemiskinan. Oleh karenatitu upayatmeningkatkan kesehatantdan 

pendidikan rumah tangga sangat miskintharus terustdilakukan. 

Sehingga dalamtjangka panjang diharapkantbisa memperbaikitkualitas 

sumber dayatmanusia. 

 

 

2.4.4 Sasaran Bantuan Program Keluarga Harapan 

 

Penerima bantuan program keluarga harapan adalah rumah tangga 

sangattmiskin sesuai dengantkriteria dan memenuhitsatu atau beberapa 

criteriatprogram yaitutmemiliki Ibuthamil/nifas, anak balitatatau anak 

usia 5-7ttahun yangtbelum masuk pendidikantSD, anak usiatSD atau 

SLTP dantanak 15-18ttahun yang belumtmenyelesaikan pendidikan 

dasar. Sebagaitbukti kepesertaantProgram Keluarga Harapantdiberikan 

kartutpeserta ProgramtKeluarga Harapantatas nama ibutatau perempuan 

dewasa.  

 

Kartu tersebuttdigunakan untuktmenerima bantuantprogram keluarga 

harapan. Selanjutnya kartutprogram keluargatharapan dapattberfungsi 

sebagai kartuujamkesmas untuk seluruhhkeluarga penerimatprogram 
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keluargaaharapan tersebutasebagaimana yang dijelaskanndalam buku 

pedomantpelaksanaan jamkesmast2009. Penggunaan bantuantProgram 

KeluargatHarapan ditunjukkantuntuk meningkatkantkualitas pendidikan 

dantkesehatan, karenanyatbantuan akantlebih efektiftdan terarah, jika 

penerima bantuannyatadalah ibu atautwanita dewasa yangtmengurus 

anak padabrumah tangga yangbbersangkutan. Dalamkkartu peserta 

ProgramyKeluarga Harapan yangytercantum adalahynama ibu/wanita 

yang mengurussanak, bukan kepalankeluarga. Halyini dikarenakan 

apabila danaabantuan Program KeluargaaHarapan ini diterima oleh 

kepalaakeluarga, maka bantuan tersebutydikhawatirkan tidakaakan 

digunakan untukikebutuhan anakiakan tetapi bantuanitersebut disalah 

gunakaniuntuk keperluaniyang lain seperti contohidibelikan rokok dll. 

Pengecualian darikketentuan di atas dapatydilakukan pada kondisi 

tertentu, misalnyaabila tidak adaaperempuan dewasatdalam keluarga 

makaidapat digantikan olehikepala keluarga. 

 

 

2.4.5 Besaran Bantuan Program Keluarga Harapan 

 

Besaran bantuantuntuk setiap RTSMtpeserta PKH tidaktdisamarkan, 

tidakkseperti BLT. Akanntetapi mengikuti skenariobantuan yang 

disajikan padaitabel berikut: 

 

Tabel 2. Komponen Bantuan PKH 

Komponen Bantuan Rupiah 

Bumil/Balita Rp 1.000.000 / Tahun 

Anak Usia SD/MI Rp    450.000 / Tahun 

Anak Usia SMP/MTs Rp    750.000 / Tahun 

Lanjut usia (lansia) 70 tahun ke atas Rp.2.400.000 / Tahun 

Disabilitas Rp.2.400.000 / Tahun 

Sumber: Buku kerja PKH, 2019 

 

Dengan adanyatperbedaan komposisitanggota keluarga RumahtTangga 

SangataMiskin, makanbesar bantuannyang diterimaasetiap Rumah 

TanggaaSangat Miskintakan bervariasi. Contohtvariasi besartbantuan, 

baiktper tahun maupuntper triwulan, berdasarkantkomposisi anggota 

https://depok.pikiran-rakyat.com/tag/lansia
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keluarga. Apabilatpeserta ProgramtKeluarga Harapan tidaktmemenuhi 

komitmennya dalamytiga bulan, maka besarantbantuan yang diterima 

akantberkurang dengantrincian sebagaitberikut:  

1. Apabila pesertanProgram Keluarga Harapanmtidak memenuhi 

komitmentdalam satu bulantmaka bantuan akantberkurang sebesar 

Rp 50.000,-  

2. Apabila pesertaaProgram KeluargaaHarapan tidak memenuhi 

komitmenidalam duaibulan, maka bantuaniakan berkurangisebesar 

Rp 100.000,-  

3. Apabila pesertamProgram Keluarga Harapanmtidak memenuhi 

komitmenidalam 3 bulaniberturut-turut, makaitidak akanimenerima 

bantuan dalamisatu periodeipembayaran. 

 

 

2.4.6 Dasar Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 

 

Dasar PelaksanaaniProgram KeluargaiHarapan adalah sebagai berikut : 

1. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 

selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31 

/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang "Tim Pengendali 

Program Keluarga Harapan" tanggal 21 September 2007. 

2. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 

tentang "Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 

2008" tanggal 08 Januari 2008. 

3. Keputusan Gubernur tentang "Tim Koordinasi Teknis Program 

Keluarga Harapan (PKH) Provinsi/TKPKD". 

4. Keputusan Bupati/Walikota tentang "Tim Koordinasi Teknis 

Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD". 

5. Surat Kesepakatan Bupati untuk Berpartisipasi dalam Program 

Keluarga Harapan. 
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2.4.7 Hak, Kewajiban, dan Sanksi Peserta Program Keluarga Harapan 

 

1. Hak Peserta PKH adalah: 

a. Menerimatbantuan uangttunai. 

b. Menerima pelayanannkesehatan (ibuudan bayi) dipPuskemas, 

Posyandu,tPolindes, dantlain-lain sesuaitketentuan yangtberlaku. 

c. Menerimaypelayanan pendidikanybagi anak usia wajibybelajar 

PendidikaniDasar 9itahun sesuaiiketentuan yangiberlaku. 

 

2. Kewajiban Penerima Program adalah 

a. PersyarataniKesehatan Bagi PesertaiPKH 

1) KategoriiPersyaratan KesehataniAnak 

a) Anak usia 0-28 hari (neonatus) harus diperiksa 

kesehatannyaisebanyaki3 (tiga) kali. 

b) Anak usia 0-11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, 

DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dantditimbang berat 

badannyaisecara rutinisetiap bulan. 

c) Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A 

minimalsebanyakt2 (dua) kali dalamtsetahun yaitutbulan 

FebruaritdantAgustus. 

d) Anak usia 12-59 bulannperlu mendapatkannimunisasi 

tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin 

setiapt3 (tiga) bulan. Anaktusia 5-6 tahuntditimbang berat 

badannya secara rutinsetiap 3 (tiga) bulan untuk dipantau 

tumbuh kembangnya dan/atau mengikuti program 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/Early Childhood 

Education) apabilatdi lokasi/posyandutterdekat terdapat 

fasilitasiPAUD. 

 

 

2) KategoriiPersyaratan KesehataniIbu hamil daniibu nifas 

a) Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan 

pemeriksaanikehamilan diifasilitas kesehatanisebanyak 4 

(empat) kaliiyaitu sekali padaiusia kehamilani3 bulan I, 
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sekali padaiusia kehamilan 3ibulan II, duaikali padai3 

bulaniterakhir, danimendapatkan suplemenitablet Fe. 

b) Ibu melahirkaniharus ditolongioleh tenagaikesehatan. 

c) Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa 

kesehatannya setidaknyai3 (tiga) kali padaiminggu I, IV 

daniVI setelahimelahirkan. 

 

b. PersyarataniPendidikan BagiiPeserta PKH 

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan 

dengan pendidikandan mengikuti kehadiran di satuan 

pendidikan/rumahisinggah minimali85% dari hariisekolah dalam 

sebulaniselama tahuniajaran berlangsungidengan catatanisebagai 

berikut: 

1) PesertaiPKH yang memilikiianak usia 7-15 tahunidiwajibkan 

untuk didaftarkan/terdaftaripada lembagaipendidikan dasar 

(SD/MI/SDLB/SalafiyahUla/PaketiA atau SMP/MTs/SMLB/ 

SalafiyahiWustha/Paket Bitermasuk SMP/MTsiterbuka) dan 

mengikutiikehadiran di kelasiminimal 85 %idari hari belajar 

efektif setiapibulan selamaitahun ajaraniberlangsung. Apabila 

ada anakiyang berusiai5-6 tahun yangisudah masuk sekolah 

dasarmdan sejenisnya, yang bersangkutan dikenakan 

persyaratanipendidikan. 

2) Bagi anak penyandang disabilitas yang masih mampu 

mengikuti pendidikan regular dapat mengikuti program 

SD/MI atau SMP/MTs, sedangkanibagi yangitidak mampu 

dapatimengikuti pendidikantnon reguler yaitu SDLBtatau 

SMLB. 

3) PesertaiPKH yang memilikiianak usia 15-18 tahun dan belum 

menyelesaikan pendidikan dasar; maka diwajibkan anak 

tersebutididaftarkan /terdaftarike satuan pendidikanireguler 

atauinon-reguler(SD/MIiatau SMP/MTs, atauiPaket A, atau 

PaketiB). 
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4) Anakipeserta PKHiyang bekerjaiatau menjadi pekerjaianak 

atau telahtmeninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup 

lama, makaianak tersebutiharus mengikutiiprogram remedial 

yakni mempersiapkannya kembali ke satuan pendidikan. 

Program remedial ini adalah layanan rumah singgah atau 

shelter yang dilaksanakantKementerian Sosial untuk anak 

jalananidan Kemenakertransiuntuk pekerjaianak. 

5) Bila keduatpersyaratan di atas, kesehatan dantpendidikan, 

dapattdilaksanakan secaratkonsisten olehtPeserta PKH, maka 

merekatakan memperolehtbantuan secaratteratur. 

 

 

2.4.8 Sanksi Terhadap Pelanggaran Komitmen 

 

Calon Peserta PKHtyang telahtditetapkan menjaditpeserta PKH dan 

menandatanganinkomitmen, jika suatuusaat melanggaraatau tidak 

memenuhippersyaratan yangptelah ditetapkan, baikssyarat kesehatan 

maupun syaratypendidikan, makatbantuannya akantdikurangi, dantjika 

terus menerusstidak memenuhi komitmennya, makaspeserta tersebut 

akantdikeluarkan daritprogram. 

 

Setiap bantuan yangtditerima oleh pesertatPKH memilikitkonsekuensi 

sesuai komitmen yang ditandatangani Ibu penerima pada saat 

pertemuantawal. Apabila pesertattidak memenuhi komitmennyatdalam 

satuttriwulan, maka besarantbantuan yangyditerima akan berkurang 

dengantrincian sebagaitberikut: 

1. Apabila pesertatPKH tidak memenuhitkomitmen dalamtsatu bulan, 

makatbantuan akantberkurang sebesartRp 50,000,00. 

2. Apabilatpeserta PKH tidaktmemenuhi komitmen dalamtdua bulan, 

makatbantuan akantberkurang sebesartRp 100,000,00. 

3. Apabila pesertaaPKH tidak memenuhikkomitmen dalamt3 bulan 

berturut-turut, makantidak akan menerimanbantuan dalam satu 

periodetpembayaran. 
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Ketentuan diaatas berlaku secaraatanggung rentenguuntuk seluruh 

anggotaakeluarga penerimaabantuan PKH, artinyanjika salahnsatu 

anggota keluargaamelanggar komitmenayang telahaditetapkan, maka 

seluruhianggota dalamikeluarga yangimenerima bantuanitersebut akan 

menanggunggakibat dari pelanggarantini. Peserta dapattmenggunakan 

bantuaniPKH untukikeperluan apaisaja, asal merekaimemenuhi syarat 

pendidikanidan kesehatan. 

 

Penggunaantuang bantuanttidak akan dimonitortoleh program. Semua 

peserta wajibbmenjalankan kewajiban, dannapabila tidakkmemenuhi 

kewajiban, makatjumlah bantuantyang diterimatakan dikurangitbahkan 

bantuantdapattdihentikan. 

 

 

2.5 Konsep Pendidikan  

 

Konsep pendidikantterkait erat dengantistilah pedagogiek yangtberarti ilmu 

pendidikan. Tanlain (1989: 5) memberi penjelasanttentang ilmutpendidikan 

itu sebagaitberikut. Pedagogiektberasal dari katatbahasa Yunanitpedagogues, 

dalamtbahasa Latin pedagogustberarti pemudatyang bertugastmengantar anak 

ke sekolahserta menjaga anak itu agar ia bertingkah laku susila dan disiplin; 

jikatperlu anak dipukultbilamana ia nakal. Istilahtitu lalu digunakantuntuk 

pendidik (pedagog), danmperbuatan mendidik (pedagogi), sertamilmu 

pendidikan (pedagogiek).  

Darinsumber yangssama dapat diperolehnketerangan bahwanpedagogiek 

diindonesiakantmenjadi pedagogiktyang dalamtbahasa Inggrisnyatpedagogy, 

yaitu thetstudy of educationaltgoals and proceses. Pendidikantjuga dapat 

dilacaktdari kata educaretyang berasal dariteducare yang artinyatmenggiring 

ketluar. Educare dapattdiartikan usahatpemuliaan manusia atautpembentukan 

manusia.  

 

Drost (2006: 54) mengemukakantlebih lanjut konseptpendidikan dapattdiberi 

batasan yangtberbeda-beda sesuaitsudut pandangnya, antaratlain: filosofis, 

psikologis, etis, sosiologis, dantteologis. Secaratfilosofis, pendidikantdapat 
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dipandang sebagaitproses memanusiakantmanusia lewattpembudayaan atau 

prosesthominisasi danthumanisasi. Prosesttersebut terwujudtdalam mendidik 

dantdididik.  

 

Pendidikan harusnditelaah secaranilmiah, bersifat kritis, metodis, dan 

sistematis. Kritis, berartitsemua pernyataantdan afirmasitmemiliki dasar yang 

kuat, metodistberarti prosestberpikir dan penyelidikantdengan carattertentu, 

dantsistematis berartitberdasar idea yangtmenyeluruh sebagaitkesatuan yang 

salingtterkait  (Drijarkara, 1980: 60-63).  

 

Secaratpsikologis, pendidikantadalah prosestpendewasaan anaktmuda oleh 

orang dewasayyang susila. Pendewasaanttersebut terlaksanatdalam bentuk 

lahir (pertumbuhantfisik) maupuntbatin (perkembangantmental). Secara etis, 

pendidikan merupakan proses transfer nilai-nilai kemanusiaan dalam 

pembentukannmanusia dewasayyang susila. Secaraysosiologis, pendidikan 

dapat dipandang sebagai proses pembentukan anggota masyarakat yang 

berjiwatsosial, berguna bagitmasyarakat, bangsa, dantnegara, yangtberguna 

baginorang lain (kekitaan). Sedangmsecara teologis, pendidikanmdapat 

dipandangmsebagai prosesmpembentukan wargamsurgawi (civitas Dei) 

(Drijarkara, 1980: 65-68).  

 

Dari beberapa definisi yang dipaparkan di depan Penulis menyimpulkan 

konsepppendidikan sebagaipproses manusiawi yanggterwujud dalampproses 

pendewasaan, pembentukanndiri sendiri, menujuukedewasaan yanggsusila, 

melaluitinternalisasi (pembatinan, normasi) nilai-nilaitkemanusiaan. 

 

 

2.5.1 Kualitas Pendidikan di Indonesia 

 

Pemerintah telahtmengeluarkan peraturantperundang-undangantsebagai 

upaya meningkatkantmutu pendidikantdi Indonesia, yaknitadanya UU 

No. 20 Tahun 2003ttentang SistemtPendidikan Nasional, dantPeraturan 

PemerintahtNo. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 
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pada pasal 50 ayat 2 dijelaskan bahwa “pemerintah menentukan 

kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin 

mutu pendidikan nasional.” Usaha pemerintahnini juga diperkuat 

dengannadanya pasalnyang mengatur tentanggevaluasi pendidikan. 

Dimanatpasal 57 ayatt1 menjelaskantbahwa “evaluasi dilakukan dalam 

rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk 

akuntabilitas penyeleggara pendidikan kepada pihakpihak yang 

berkepentingan.” (Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tetang Sistem 

Pendidikan Nasional). 

 

Artinya, dapatakita pahami bersamaibahwa, UU No. 20 Tahuni2003 

tentang SistemnPendidikan Nasional, sangatmmenegaskan bahwa 

pengelolaanmpendidikan serta evaluasimmutu pendidikan harus 

dilakukan, baikkterhadap programnmaupun terhadap institusimatau 

lembaga pendidikannsecara berkesinambungan ataunberkelanjutan. 

Begitu jugaidengan Peraturan PemerintahiNo. 19 Tahun 2005itentang 

Standar NasionaltPendidikan, yangidigunakan olehilembaga pendidikan 

sebagainstandar pendidikannuntuk mewujudkannpendidikan yang 

bermutu dan berkualitas. 

 

Sebagai wujud upaya pemerintahidalam menciptakanipendidikan yang 

bermutu, pemerintahimenerapkan adanyaipenjaminan mutuipendidikan, 

sebagai aktuliasasiidari tujuan StandariNasional Pendidikan. Upayaiini 

dipaparkanidalam Pasal 4 PeraturaniPemerintah No. 19iTahun 2005, 

yakni “standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu 

pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat” 

(Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan). 

 

Dari ruangilingkup PeraturaniPemerintah No. 19iTahun 2005 tentang 

Standar NasionaliPendidikan diiatas, dapat dijelaskanisebagai berikut 

(Dedi Mulyasana, 2012 : 147):  
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1. Standar isiiadalah standarynasional pendidikanyyang mencakup 

lingkupimateri pembelajaranidan kompetensiiyang tertuangidalam 

kualifikasiykompetensi tamatanyatau lulusan, kompetenybahan 

kajian, kompetensiimata pelajaran, danisilabus pembelajaraniyang 

harus dikuasaiioleh pesertaididik pada setiapisatuan pendidikan dan 

jenisipendidikan.  

2. Standar prosesiRuang lingkup dariistandar proses iniiadalah segala 

yangiberkaitan denganipelaksanaan pendidikanidan pembelajaran 

padaisetiap satuan pendidikan, untukimencapai standarikompetensi 

kelulusan.  

3. Standarikompetensi kelulusan berisiitentang kriteria atauikualifikasi 

komptensindan kemampuan pesertamdidik yangmterdiri dari 

kemampuanikognitif, afektif, danipsikomotorik.  

4. Standarnpendidik dan tenagaakependidikan. Standarnpendidikan 

yang berkaitanndengan kriteria ataukkualifikasi seorangipendidik 

dan tenagaakepedidikan, yanggterdiridari pendidikannprajabatan, 

kelayakan fisikidan mental, sertaipendidikan dalamijabatan.  

5. Standar saranaiprasarana merupakanikriteria minimalitentang ruang 

belajar, olahraga, ibadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, 

tempatbbermain, tempatbberekreasi danbberkreasi, sertaafasilitas-

fasilitasssumber belajarryang lain, yangimenjadi penunjangiproses 

pembelajaran. 

6.  Standarmpengelolaan, Padamstandar inimmencakup proses 

perencanaan, pelaksanaan, danppengawasan kegiatannpendidikan 

pada semuantingkat satuanmpendidikan, denganmtujuan agar 

tercapainyaipenyelenggaraanipendidikan efektifidan efisien.  

7. Standaripembiayaan. Standaripendidikan yangimengatur komponen 

pembiayaanmpendidikan dan penentuanmbiaya operasional 

pendidikaniselama satu tahunipada satuanipendidikan.  

8. Standarppenilaian pendidikan. Ruangglingkup standarrini adalah 

semua yanggberkaitan denganimekanisme daniinstrumen penilaian 

hasilibelajar pesertaididik. 
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2.6 Landasan Teori 

 

2.6.1 Teori Pembangunan 

 

Pengertian pembangunan harus kita lihat secara dinamis, dan bukan dilihat 

sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan 

usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan 

suatu perubahan sosial ekonomi. Pembangunan agar dapat menjadi suatu 

proses yang dapat bergerak maju atu kekuatan sendiri tergantung kepada 

manusia dan struktur sosialnya. Jadi, bukan hanya yang dikonsepskan sebagai 

usaha pemerintah belaka.  

Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang 

diikuti dengan perubahan (growth plus change) dalam perubahan struktur 

ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik 

lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara 

berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur 

bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. (Subandi: 

2011:9-11)  

Adapun pembangunan menurut beberapa ahli yaitu : pembangunan menurut 

Rogers (Rochajat,dkk: 2011:3) adalah perubahan yang berguna menuju sustu 

sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. 

Selanjutnya menurut W.W Rostow (Abdul: 2004:89) pembangunan 

merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari 

masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju. 

Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah 

masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan 

ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur 

adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. 

(Rochajat,dkk: 2011:3)  
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Dalam bidang sosial, usaha-usaha pembangunan pada umumnya diarahkan 

untuk mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap dalam masyarakt yang 

lebih kondusif bagi pembaharuan, pembangunan, pembangunan dan 

pembinaan bangsa. Dalam hal ini termasuk pengembangan motivasi 

kegairahan usaha yang bersifat produktif. Dan yang lebih penting adalah 

dapat dikembangkan suatu proses pendewasaan masyarakat melalui 

pembinaan dan dorongan serta adanya energi.  

Usaha dalam bidang ekonomi ditujukan untuk menambah peralatan modal 

dan keterampilan agar satu sama lain dapat saling mendukung usaha-usaha 

dalam peningkatan pendapatan perkapita serta produktivitas perkapita. 

Pemupukan modal sangat tergantung pada tabungan dalam negeri, terutama 

tabungan masyarakat, untuk itu berbagai upaya perlu diupayakan untuk 

mencapainya. (Subandi: 2011:13)  

Selanjutnya Todaro mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi 

ditunjukkan oleh 3 nilai pokok, yaitu:  

a. Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 

pokoknya (basic needs), 

b. Meningkatnya rasa harga diri (self-esteem) masyarakat sebagai 

manusia, dan  

c. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom from 

servitude).  

Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekat suatu 

masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian 

kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional, demi mencapai 

kehidupan yang serba lebih baik. Untuk mencapai “kehidupan yang serba 

lebih baik” semua masyarakat minimal harus memiliki tiga tujuan inti 

sebagai berikut (Todaro, 2000: 28) :  
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a. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam 

barang kebutuhan hidup yang pokok , seperti pangan , sandang, papan, 

kesehatan dan perlindungan keamanan.  

b. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan 

pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, 

perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilainilai 

kultural dan kemanusiaan, yang kesemua itu tidak hanya untuk 

memperbaiki kesejahteraan materiil , melainkan juga menumbuhkan jati 

diri pribadi dan bangsa yang bersangkutan.  

c. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta 

bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari 

belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap 

orang atau negara, bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang 

berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka. 

Berdasarkan pernyataan diatas program pembamgunan yang dilakukan 

oleh pemerintah pusat dalam hal ini kemeterian sosial RI memberikan 

sebuah solusi untuk mengentaskan kemiskinan dalam hal ini 

mengeluarkan program keluarga harapan yang tujuannya untuk 

pembangunan masyarakat terutama di bidang pendidikan. 

 

2.6.2 Teori Lingkaran Setan Kemiskinan 

 

Kemiskinannmerupakan salah satunmasalah makro ekonominyang 

menjadi perhatiannkhusus di negaranmanapun, terlebihuutama bagi 

negara-negaranyang masih berkembang. Kemiskinanmmerupakan 

permasalahantyang diakibatakan olehtkondisi nasionalssuatu negara 

atauijuga kondisiiglobal.  

 

Suatuinegara dikatakan miskinibiasanya ditandaiddengan pendapatan 

perkkapitanya rendah, pertumbuhanntingkat pendudukyyang tinggi, 



40 

 

sebagian besarntenaga kerja bergerakkdi bidang pertanianndan 

terbelenggu dalamilingkaran setanikemiskinan. 

 

Lingkaran setanikemiskinan adalahiserangkaian kekuataniyang saling 

mempengaruhi, sehinggaimenimbulkanssuatu keadaan dimanassuatu 

negara khususnyaanegara berkembanggmengalami banyakkmasalah 

untuk mencapaiipembangunan yangilebih tinggi.  

 

Sharp (Kuncoro , 2006 : 131), mencobaamengidentifikasi penyebab 

kemiskinanndipandang dari sisieekonomi. Pertamaasecara makro 

kemiskinanimuncul karenaiadanya ketidaksamaanipola kepemilikan 

sumberidaya yang menimbulkanidistribusi pendapataniyang timpang. 

Pendidudukimiskin hanya memilikiisumber daya dalamijumlah terbatas 

dan kualitasnyairendah. Kedua, kemiskinanimuncul akibatiperbedaan 

kualitasssumber dayasmanusia. Kualitasssumber daya manusiasyang 

rendah berartiiproduksinya rendah, yangipada gilirannya upahimenjadi 

rendah. Rendahnyaikualitas sumber dayaimanusia ini karenairendahnya 

pendidikan, nasibtyang kurangiberuntung, adanyaidiskriminasi, atau 

karenaiketurunan. Ketigaikemiskinan munculiakibat perbedaan akses 

keimodal.  
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Ketiga penyebabbkemiskinan inibberdasarkan padaateori Lingkaran 

SetansKemiskinan (viciousicircle ofipoverty) yangsdikemukakan oleh 

Nurkse (Kuncoro, 2006), bahwa “a poor country is poor because it is 

poor” (negaraamiskin ituumiskin karenaamemang miskin). Skema 

lingkaranimiskin iniidapat digambarkanipada gambariberikut ini : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. LingkaraniSetan Kemiskinan (TheiVicious Circle ofiPoverty) 

 

2.7 Penelitian Terdahulu 

 

Penulis membutuhkanisumber bacaan danipenelitian sebelumnyaiyang dapat 

menjadikanbbahan rujukan ataubperbandingan denganbjudul skripsi yang 

dikaji. Sumberbbacaan yangtdimaksud adalahtsumber bacaantyang berupa 

karyanilmiah yangntelah ada sebelumnyansehingga dapatnmemberikan 

gambaranitentang sasaranipenelitian yangiakan dipaparkanidalam penelitian 

ini. Adapunipenelitin terdahuluiyang menjadiireferensi dalamipenelitian ini 

adalah : 

1. Kartiawati (2017), denganmjudul “Analisis Efektivitas Program 

Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau dari 

Perspektif Ekonomi Islam (studi pada peserta PKH Kampung Bonglai 

Kec. Banjit Kab. Way Kanan)”. Penelitiannini adalah penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Datatdiperoleh dari sumber 

dataiprimer danisekunder. Berdasarkanahasil penelitian dilapangan, 

efektivitasiPKH yang diidiukur melaluiilima indikator yaitu: masukan, 

proses, keluaran, manfaatidan dampak. Adaidua indikatoriyang tidak 

KekuranganiModal 

InvestasiiRendah 

PendidikaniRendah 

Ketidaksempurnaanipasar, 

keterbelakangan, ketertinggalan 

ProduktivitasiRendah 

PendapataniRendah 

Tabungan Rendah 
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terpenuhiioleh PKH diiKampung Bonglai. Haliini disebabkan oleh 

beberapaifaktor: tidakitepatnya penentuaniRTM penerimaibantuan oleh 

pihakkpengelola serta tidakmtepatnya penerimambantuan dalam 

mengelola/mengalokasikanddana PKH yangdditerima. SehinggadPKH 

yang sudahtberjalan selamatempat tahun ditKampung Bonglaitmasih 

kurang efektiftdalam mengentaskantkemiskinan ditKampug Bonglai 

karenatmasih banyakipenduduk miskiniyang belumitercover olehiPKH. 

2. Cita Fauziatul Akmala (2017) , denganjjudul “Implementasi Program 

Keluarga Harapan di Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan, 

Kabupaten Temanggung”. Penelitianjini adalah penelitianjdeskriptif 

denganjpendekatan kualitatif. Datajdiperoleh darijsumber datajprimer 

dan sekunder. Hasiljpenelitian menunjukkanibahwa sosialisasiiProgram 

KeluargaiHarapan di KelurahaniKranggan sudahidilaksanakan dengan 

baik, pelaksanaikebijakan adaipenyusunan anggotaadisetiap tinggkat 

kabupaten, kecamatanimaupun desa/kelurahanisesuai denganitugas dan 

kewenanganiSOP yangidigunakan mengacuipada pedomanidari pusat 

daniKabupaten Temanggung. 

3. Nurfahira Syamir (2014), dengan judul “Implementasi Program 

Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan di Kecamatan Tamalate 

Kota Makasar”. Penelitiannini adalah penelitianddeskriptif dengan 

pendekatankkualitatif. Data diperoleh darissumber datapprimer dan 

sekunder. Hasilipenelitannya dapatidiketahui bahwaipendamping selalu 

mengadakantpertemuan kelompokksecara rutin, pemutakhiranndata, 

verifikasikkomitmen, dantpembayaran bantuankkepada pesertaaPKH. 

Dari faktorrisi konteksskebijakan, dimanaaisi kebijakannterdiri dari 

kepentingantyang memengaruhi, tipetmanfaat, derajattperubahan yang 

ingintdicapai, pelaksanaantprogram dantsumber daya yangtdigunakan. 

Sedangkanmfaktor konteks kebijakan terdiri atas kekuasaan, 

kepentingan, dantstrategi dari aktortyang terlibat, sertatkepatuhan dan 

dayattanggap. Setelah diadakantpenelitian, makaddapat disimpulkan 

bahwatPKH bidang pendidikantini sudah berjalantdengan baik walau 

masihiterdapat kekuranganidalam pengimplementasian 
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4. Claudio Usman (2018), dengan judul “Efektivitas Program Keluarga 

Harapan (PKH) dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (Suatu 

Studi di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo)”. Penelitianiini adalah 

penelitianideskriptif denganipendekatan kualitatif. Dataidiperoleh dari 

sumberndata primer danssekunder. Hasil penelitiannini adalah, 

efektivitasyprogram keluargayharapan berpengaruhtsecara signifikan 

dalamtmenanggulangi kemiskinan, berdasarkanthasil penelitian yang 

ditelititdi lapangan. 

5. Khodiziah Isnaini Kholif, Irwan Noor, Siswidiyanto (2018), dengan 

judul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam 

Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten 

Mojokerto”. Penelitianmini adalah penelitianmdeskriptif dengan 

pendekatannkualitatif. Datandiperoleh dari sumberndata primer dan 

sekunder. Hasilnpenelitiannya menunjukkannimplementasi PKHndi 

KecamataniDawarblandongibelum berhasil. Tidakisemua isiikebijakan 

PKH dilaksanakanmdengan sesuai. TujuanmPKH juga belum 

mendapatkanhhasil yanghmaksimal. Masihaadanya kemiskinan, gizi 

buruk, ibuimeninggal karenaimelahirkan, sertairendahnya masyarakat 

yangimendukung peningkatanikesejahteraan. 

6. Hajar Hari Antoro (2015), dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan 

Program Keluarga Harapan di Bidang Pendidikan di Desa Sungai 

Kakap Kabupaten Kubu Raya”. Penelitian ini adalah penelitian 

deskriptifadengan pendekatanakualitatif. Dataadiperoleh dariasumber 

data primeradan sekunder. Hasilnpenelitian menunjukkannbahwa 

berdasarkan 2ppengukuran efektivitasadalam pelaksanaanaPKH di 

bidangaPendidikan diadesa Sungai Kakapayaitu produktivitasadan 

keseluruhaniprestasi, pelaksanaaniProgram Keluarga Harapanidi bidang 

Pendidikan diidesa Sungai KakapiKabupaten KubuiRaya masihikurang 

efektif, halitersebut diketahui berdasarkaniaspek produktivitasibahwa 

pelaksanaan PKHidi bidang pendidikanidi desa Sungai Kakap tidak 

produktif, karenaibelum mampu meningkatkanitaraf pendidikan bagi 

penerimaabantuan PKH sertaabelum bisa meningkatkanaakses dan 
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kualitasapelayanan pendidikanadan dari aspek keseluruhanaprestasi 

menunjukkanabahwa pelaksanaanaPKH di Bidang Pendidikanadi desa 

Sungai Kakapitidak berprestasi, karenaimasih belum sepenuhnyaitepat 

sasaranisesuai denganikriteria PKH danibelum mampu mencapaiitujuan 

PKH bidangipendidikan. 

7. Floridina Purba (2014), dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Program 

Keluarga Harapan di Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor”. 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Berdasarkan 

data-datanyang telahndikumpulkan danmtelah dianalisis dapat 

disimpulkannEfektivitas Pelaksanaan ProgramnKeluarga Harapan di 

KelurahaniTiti Kuning KecamataniMedan Johor adalahiefektif. Haliini 

dapat dilihatidari jawaban hampiriseluruh respondeniterhadap alatiukur 

penelitian yaitunketepatan sasaran program, kepuasanmterhadap 

program, keberhasilannpelaksanaan program, tujuan dannmanfaat, 

menghasilkan jawabaniefektif. 

 

Dari beberapanpenelitian diatas terdapatnbanyak pembahasannmengenai 

Program KeluargaiHarapan yangiterjadi danidikaji di beberapaidaerah. 

Salah satu dariipenelitian diatasimelihat ImplementasiiProgram 

KeluargaiHarapan di bidang pendidikan. Dalam penelitian yang penulis 

lakukan akan mengkaji mengenai kontribusi dan dampak Program 

Keluarga Harapan bagi siswa yang kurang mampu dalam peningkatan 

kualitas pendidikan mereka. 
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2.8 Kerangka Pemikiran 

 

Kerangka pemikiran merupakan modelkkonseptual tentangtbagaimana teori 

berhubunganndengan berbagai faktornyang telah diidentifikasinsebagai 

masalahnyang penting terhadapnmasalah penelitian. ProgramnKeluarga 

Harapan (PKH) dapatndimaknai sebagainupaya pemerintahnmemberikan 

bantuantberupa uang tunaitkepada Rumah TanggatSangat Miskintdengan 

tujuantmengurangitkemiskinan yangtsalah satunyatdifokuskan padatbidang 

pendidikantanak usia 7-18ttahun (SD – SMP).  

 

Kerangka pemikiran yang penulis buat adalah dengan melihat program 

keluarga harapan yang berjalan di pekon Yogyakarta dan kemudian 

memberikan kontribusi berupa berupa bantuan uang tunai, bantuan pemikiran 

serta pemberdayaan yang kemudian menghasilkan factor pendukung yang 

meliputi sarana dan prasarana serta factor penghambat meliputi komunikasi 

dan pendataan yang kemudian akan menciptakan peningkatan kualitas 

pendidikan di pekon Yogyakarta. 

 

Berdasarkan kerangkatkonsep diatas makatdapat digambarkantsebagai 

berikut: 
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Gambar 2. Skema Alur Pikir 

 

Program KeluargaiHarapan (PKH) 

dalamiPeningkatan Kualitas 

Pendidikanidi PekoniYogyakarta  

Kecamatan GadingiRejo Kabupaten 

Pringsewu 

Kontribusi PKH : 

1. iuran uang atau dana,  

2. bantuan pemikiran,  

3. pemberdayaan 

 

Faktor pendukung:  

1. Sarana daniPrasarana 

Faktoripenghambat : 

1. Komunikasi 

2. Pendataan 

PeningkataniKualitas Pendidikanidi Pekon 

YogyakartaiKecamatan Gading Rejo 

Kabupaten Pringsewu 



 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Tipe Penelitian  

 

Penelitian inimmerupakan penelitianmyang menggunakanmtipe penelitian 

deskriptifmdengan pendekatanmkualitatif. Penelitian inimmenggunakan 

pendekatannyang mendeskripsikantfenomena secaraaakurat dan terperinci. 

Metodeppenelitian kualitatif berusahapmemahami danpmenafsirkan makna 

suatutperistiwa yangtberkaitan dengantinteraksi tingkahtlaku manusiatdalam 

situasittertentu (Mulyana, 2013).  

 

Alasan memilihtpendekatan kualitatifddalam penelitiandini yaitu: pertama, 

permasalahantyang dikaji dalamtpenelitian ini membutuhkantsejumlah data 

lapangantyang sifatnyataktual dan kontekstualtyang berangkattdari masalah 

yang sifatnyatholistik (secaratkeseluruhan), komplekstdan dinamistyang tidak 

bisamditeliti dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau 

kuantifikasi. Desaintyang digunakantdalam penelitiantini adalahtstudi kasus, 

artinyappenelitian difokuskanppada fenomena yangddipilih dankkemudian 

dipahamitsecara mendalam. Metodetini dilakukantsecara intensif, terperinci 

terhadapisuatu organisasiiatau fenomenaitertentu. 

 

 

3.2 Fokus Penelitian 

 

Fokus penelitianndimaksudkan untukkmembatasi studikkualitatif, sekaligus 

membatasi penelitianmuntuk memilihmdata yangmrelevan, agarmtidak 

dimasukkantkedalam datatyang sedangtdikumpulkan, walaupuntdata tersebut 

menarik (Moleong Lexy, 2013). 
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Penulis menetapkantindikator dalamtpenelitian initadalah sebagaitberikut: 

1. Akses dan kualitasmpelayanan pendidikanmdi Pekon Yogyakarta 

Kecamatan Gading Rejo. 

2. Taraf pendidikan di Pekon Yogyakarta Kecamatan Gading Rejo. 

3. Dampak ProgramtKeluarga Harapantdi bidang Pendidikantpada siswa 

kurangtmampu. 

 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di Pekon Yogyakarta Kecamatan Gading Rejo 

dengan jumlah keluarga sangat miskin sebanyak 210 jiwa. Berdasarkan data 

dari Badan Pusat Statistik Kecamatan Gading rejo, jumlah anak usia sekolah 

di Pekon Yogyakarta adalah 90 orang. Jumlah penerima PKH bidang 

pendidikan sebanyak 58 orang. Penentuan lokasimpenelitian dengan 

pertimbanganmsebagai berikut: Pertama, Pekon Yogyakarta Kecamatan 

Gading Rejo merupakanilokasi PKHidengan jumlah 108 KPM dan penerima 

PKH bidang pendidikan cukup banyak di Kabupaten Pringsewu. Kedua, 

pertimbanganeefektifitas daneefisiensi dalamepenelitian. Ketiga, faktor 

kemudahanidalam memperolehisumber data dalamipenelitian. Keempat, 

karena pekon Yogyakarta memiliki jumlah KPM/penerima PKH dengan 

jumlah yang paling banyak disbanding dengan pekon  lain yang ada di pekon 

Yogyakarta. 

 

 

3.4 Informan 

 

Informan merupakannorang yang memberikanninformasi sesuaiddengan 

kebutuhanypenelitian. Denganyteknik purposive, Informantdalam penelitian 

ini adalahmpetugas pelaksana (Pendamping) PKH (ProgrammKeluarga 

Harapan) danninforman dari masyarakatppenerima bantuan PKH untuk 

mendapatkanninformasi yangndiperlukan. Perannpendamping PKHnsangat 

menentukanmkeberhasilan program. Pendamping pkh harus memiliki 

karakteristik antaramlain: fasilitasi, pendidik, perwakilanmdan teknikal. 
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Meskipun tidaknsemua peranndan keterampilannyang dilaksanakannoleh 

PendampingiPKH karena sangattdipengaruhi situasi dantkondisi lingkungan 

sehinggatkualitas dan fleksibilitastPendamping PKH ditlapangan menjadi 

penentunpelaksanaan dinlapangan. Penerima PKH memiliki karakteristik 

keluarga miskin dan tidak mampu terutama dalam bidang pendidikan. 

Sebagian besar merupakan kategori penerima manfaat dengan persyaratan 

pendidikan tingkat SD sampai SMP. 

 

Tabel 3. Informan 

No Informan Jumlah Informan 

1 Pendamping PKH 1 

2 Penerima PKH 9 

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2022 

 

 

3.5 Jenis dan Sumber Data 

 

Penelitian kualitatiftmemerlukan sumbertdata yang sesuaitdengan penelitian. 

Sumbermdata merupakanmnatural settingmdalam memberikanmdata dan 

informasityang sesuaitdengan tujuantpenelitian. Penelititmenentukan sumber 

datatyang terdiri daritorang dantbenda. Orangtdalam hal initsebagai informan 

sedangkantbenda merupakanysumber data dalamybentuk dokumenyseperti 

artikel, korantdan lain-lain. Lofland (Moleong Lexy, 2013) jenistdata dalam 

penelitiannkualitatif terbagindalam kata-katandan tindakan, sumberndata 

tertulis, fototdan statistik. 

 

Sumber datauutama dapatndicatat melaluincatatan tertulisnatau melalui 

perekam audiontapes, pengambilannfoto ataunfilm. Jenis datanyang akan 

digunakantdalam penelitiantini meliputi : 

 

1. Data Primer 

Data primerndiperoleh melaluimhasil wawancarammendalam dengan 

informanmdan catatan dimlapangan yang relevanmdengan masalah 

penelitian. Informan-informantyang dipilih tersebuttmeliputi: 
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a. Informan yangmmewakili penerimamPKH di Pekon Yogyakarta 

Kecamatan Gading Rejo. 

b. pendamping PKH di Pekon Yogyakarta Kecamatan Gading Rejo. 

Data primerndiperoleh darinhasil wawancarandengan informannyang 

mewakiliminformasi. Informan ditentukanmterlebih dahulumdengan 

menggunakannteknik purposivensampling, dimananpemilihan informan 

dipilihnsecara sengaja berdasarkannkriteria yang telahnditentukan. 

 

2. Data Sekunder 

Data skundertdiperoleh daritkepustakaan, studitdokumentasi atautdari 

laporantpenelitian terdahulu. Sehinggatdata sekundertdalam penelitiantini 

dapattdiperoleh melalui catatan-catatan, arsip, dantdokumen-dokumen 

laintyang dapattdigunakan sebagaitinformasi pendukungtdalam analisis 

datatprimer. Kemudian data sekunder lain juga peneliti peroleh dari dinas 

social, dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Pringsewu serta dari 

data pekon Yogyakarta kecamatan Gading Rejo. 

 

Tabel 4. Data Sekunder 

No Dokumen 

1 Undang-UndangnNomor 13 Tahun 2011itentang 

PenangananiFakir Miskin 

2 PeraturaniPresiden nomori15 Tahun 2010itentang 

PercepataniPenanggulangan Kemiskinan 

3 PedomannUmum PKH: 2012 mengenaiuupaya 

membangun sistemnperlindungan sosialkkepada 

masyarakatimiskin 

4 Inpres nomor 1 Tahun 2013mtentang Aksi 

Pencegahanidan PemberantasaniKorupsi 

5 BPS Tahuni2020 yang memuatigambaran umum 

tentangikeadaan geografiidan iklim, pemerintahan, 

sertaiperkembangan kondisiisosial-demografiidan 

perekonomianidi Indonesia. 

Sumber: Diolah olehipeneliti, 2022 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 

Peneliti telahtmenggunakan tekniktpengumpulan datatberupa wawancaratdan 

dokumentasi, sebagaitberikut:  

 

1. Observasi 

Observasi yang peneliti lakukan untuk memperoleh informasi-

informasimyang dibutuhkaniuntuk memperkuatihasil wawancara 

danidokumentasi. Rincian observasityang dilakukantpeneliti 

sebagaitberikut: 

a. melihatmpetugas PKHmmemberi arahanmatau bimbingannkepada 

masyarakat penerima PKH 

b. ikut sertaidalam perkumpulanipara penerima PKHidalam pertemuan 

yang setiapisatu bulan sekali  

c. berkunjung di kediaman penerima PKH guna melihat 

keberlangsunganikehidupan penerimaiPKH. 

 

2. Wawancara  

wawancarayyang dilakukan dengannsistem tanya-jawabnantara 

penelitindengan informan yang dianggapylayak atauyrelevan 

dalamtpenelitian initdengan menggunakan alattyang dinamakantinterview 

guidetatau panduantwawancara (Nazir, 2011:193). Wawancaratdalam 

penelitian initdilakukan untuktmemporelah data daritinforman terkait 

dengantfokus penelitian. Wawancaratdilakukan denganmpetugas 

pelaksana (Pendamping) PKH (Program Keluarga Harapan) dantinforman 

darinmasyarakat penerimanbantuan PKHuuntuk mendapatkantinformasi 

yangtdiperlukan. 

 

3. Dokumentasi 

Cara pengumpulan data yang peneliti lakukan menghasilkantcatatan-

catatan pentingtberhubungan dengantmasalah yang diteliti, sehinggatakan 

diperolehtdata lengkap, sahtdan bukantberdasarkan pemikiran. 

Melalitstudi dokumentasitpeneliti mengumpulkantdata melalui dokumen 
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baik yang bentuk tulisan danigambar. Dokumenasityang peneliti 

lakukantadalah dengantmengumpulkan datatberupa dokumentpublik dan 

dokumentpribadi sepertitfoto serta domumentasi rumah para penerima 

PKH. 

 

3.7 Teknik Pengolahan Data 

 

Proses selanjutnyatadalah pengolahantdata. Adapuntkegiatan pengolahantdata 

dalam penelitiantini adalah sebagaitberikut:  

1. Editing data  

Dalam tahaptini, data yangtdianggap tidaktbernilai ataupunttidak relevan 

disingkirkan. Penelititmelakukan kegiatantmemilih hasiltwawancara yang 

relevan, datatyang relevan dengantfokus penelitian dilakukantpengolahan 

kata dalammbentuk bahasa yangmlebih baik sesuaimdengan kaidah 

sebenarnya. Padatpeneletian initpemeriksaan datatatau editingtdilakukan 

terhadapmjawaban yang telahmada dalam wawancaramdengan 

memperhatikanthal-hal meliputi: kelengkapantjawaban, kejelasantmakna 

jawaban, sertatkesesuaian antartjawaban. 

 

2. Interpretasi data  

Pelaksanaan interpretasitdilakukan dengan memberikantpenjelasan berupa 

kalimattbersifat narasi dantdeskriptif. Datatyang telah memilikitmakna 

dianalisisyberdasarkan hasilywawancara danystudi dokumentasi. Pada 

penelitianyini, penulis memilihydata relevan yangypenulis kumpulkan 

berdasarkanthasil wawancara dengantpara informan di Pekon Yogyakarta, 

dan membandingkannya dengan hasil observasi serta dokumentasi yang 

penulis amati di lapangan. 
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3.8 Teknik Analisis Data 

 

Analisis datatkualitatif menuruttBogdan dan Biglentdalam Moleong (2006: 

248) adalahuupaya yang dilakukanudengan jalanubekerja denganudata, 

mengorganisasikantdata, memilah-milahtmenjadi satuan yangtdapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencarindan menemukanupola, menemukanuapa yang 

pentingtdan apa yangtdipelajari, dantmemutuskan apatyang dapattdiceritakan 

kepada orangtlain. 

 

Data harustbermakna jikatditafsirkan atautdianalisis padatkonsteksnya, oleh 

karenatitu data yangtdiperoleh melaluitwawancara, studitdokumentasi perlu 

dianalisistsecara akurattdan seksama. MenuruttMiles dan Hubermen (dalam 

Morissan, 2012: 27) Pengolahanmdan analisis datamdalam penelitiannini 

dilakukantmelalui tiga alurtkegiatan, yaitu:  

1. Reduksi data  

Penelitinmerangkum dannmengklasifikasikan sesuai masalah aspek-aspek 

permasalahanmyang diteliti. Penelitimmewawancarai informan yaitu 

pendamping PKH, dantmasyarakat penerimanbantuan PKH di Pekon 

Yogyakarta Kecamatan Gading Rejo, menggunakannpertanyaan yang 

samaiuntuk mencari jawabaniyang sesuaiidengan apaiyang diteliti. 

 

2. Verifikasi data  

Kegiatannpeneliti dalam verifikasiddata adalah melakukannpenggunaan 

penulisantyang tepattdan padu sesuaitdata yang telahtmengalami reduksi 

data. Penelitiymelakukan peninjauanyterhadap catatan-catatan 

lapanganiyang sesuaiidengan kebutuhanipenelitian.  
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3.9 Keabsahan Data 

 

Penelitianikualitatif menurutiMoleong (2006: 324) adaibeberapa teknikiuntuk 

memperolehitingkat keabsahanidata yang meliputiisebagai berikut: 

1. Kredibilitas Data 

Kredibilitas data diperoleh dengan melakukan tekniktkeabsahan datatyang 

memanfaatkantdata dari luartdata tersebut sebagaiipembanding 

sehinggaikebenaran ituidapat diketahuiidengan pasti, selaintitu juga 

dapattmelakukan pengamatan, memperbanyakyreferensi serta 

melakukanipembicaraanidengan rekanisejawat. 

 

2. Keteralihan Data (Transferability) 

Keteralihanydata dalam penelitianykualitatif sangat bergantungypada si 

pemakai, yaitu sampaiymanakah hasil sebuahypenelitian dapatymereka 

gunakantpada kontekstdan situasittertentu. Apabilatpemakai melihattada 

dalamypenelitian ituyyang serasi padaysituasi yangydihadapinya, maka 

situasiytampak adanyaytransfer, walaupunydapat didugattidak ada dua 

situasityang sama. Sejalan dengan pernyataan diatas peneliti sudah 

melihat berbagai penelitian yang sejenis dan sudah melihat pandangan 

yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membahas tentang 

PKH.  

 

3. Ketergantungan Data (Dependability) 

Peneliti menggunakan modelyaudit trail yaitu pemeriksaanidata 

lapangan, reduksiidata, dan interpretasiidata. 

 

4. Kepastian Data (Confirmability) 

Hal ini diperolehimelalui pengumpulanidata, rekonstruksiidata, sintesis 

emik-etik melihat sudut pandang dari peneliti dan juga dari informan, dan 

memperhatikanietika lapangan. 



 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

4.1 Sejarah Pekon Yogyakarta Kecamatan Gading Rejo Kabupaten 

Pringsewu 

 

Pedukuhan Yogyakarta merupakanibagian dariipekon Yogyakartaiyang pada 

akhirnya dibuka padaitahun 1918 danimerupakan programikolonialisasi dari 

pemerintahanmBelanda. Rombongan didatangkan dari jawamtengah 

(Yogyakarta). Kemudianimendirikan pemukimanidan lahan persawahan di 

pedukuhan Yogyakarta, adapunitokoh yang berjasaipada saat ituiadalah KH. 

Thoyib yang merupakan kepala pekon Yogyakarta tahun 1927 sampai tahun 

1930. Kemudian bapak Sastro Pawiro yang juga merupakan tokoh yang 

berjasa di pekon Yogyakarta, beliau juga pernah menjadi kepala pekon 

Yogyakarta yang menggantikan KH. Thoyib tahun 1930-1932. Kemudian 

tokoh yang berjasa selanjutnya yaitu bapak  Diporejo dan selanjtunya bapak 

Reso Sudarmo yang juga pernah menjadi kepala pekon Yogyakarta tahun 

1932 – 1936. Kemudian tokoh yang lain yaitu bapak Kasan dan bapak Sastro 

Suwarso. 

 

Nama pedukuhan Yogyakarta diambil karenaypada waktu itutpembukaan 

hutan didatangkanarombongan dari Yogyakarta Jawa Tengah. Setelah 

mengalamiyperkembangan danypertumbuhan penduduk Yogyakarta, maka 

padattanggal 15 Desembert2011 mengalami pemekarantdan resmitmenjadi 

Pekon Yogyakarta Kecamatan Gading Rejo, KabupatentPringsewu. Luas 

Wilayah Pekon Yogyakarta: 213,443 Ha. 
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4.2  Sejarah Program Keluarga Harapan di Pekon Yogyakarta Kecamatan 

Gading Rejo Kabupaten Pringsewu 

 

Berdasarkan buku kerja PKH tahun 2019, dijelaskan bahwa PKH hadir di 

pekon Yogyakarta pada tahun 2018. Jumlah KPM atau keluarga penerima 

manfaat sebanyak 108 KK. Perlu diketahui juga bahwa jumlah KPM di 

pekon Yogyakarta merupakan yang terbanyak jika dibandingkan dengan 

pekon lain. Adapun focus utama PKH di pekon Yogyakarta ada di bidang 

kesehatan dan pendidikan. Pada tahun 2018 para calon penerima 

dikumpulkan di balan pekon untuk mereka mendengarkan sosialisasi dari 

dinas sosial dan tim PKH yang akan  kemudian di validasi data 

kependudukannya. 

 

Berdasarkan hasil observasi Sebelum ditetapkan menjadi peserta PKH, 108 

Keluarga ini akan divalidasi Pendamping PKH. Validasi merupakan kegiatan 

mencocokkan data awal yang bersumber dari Data terpadu kesejahteraan 

social 2017 oleh BPS dengan fakta dilapangan, serta kriteria PKH untuk 

memperoleh data calon peserta PKH yang sebenarnya. 

 

Diingatkan kembali bhwa persyaratan sasaran PKH meliputi dua hal; pertama 

merupakan Keluarga Sangat Miskin/Keluarga Miskin, dan kedua Keluarga 

tersebut memenuhi salah satu atau lebih komponen Kesehatan, Pendidikan 

dan kesejahteraan Sosial (Kesos).  

Komponen kesehatan dimaksud meliputi Ibu Hamil/Nifas, Balita dan Anak 

pra-Sekolah. Komponen Pendidikan meliputi anak SD, SMP, SMA sederajat. 

Sedangkan komponen Kesos meliputi komponen Disabilitas Berat, serta 

Lanjut Usia 70 tahun ke atas. Jika calon peserta PKH tersebut memenuhi 

salah satu kriteria tersebut, maka dapat ditetapkan menjadi peserta PKH dan 

berhak mendapatkan bantuan uang tunai yang akan disalurkan setiap 3 bulan 

sekali di bank BRI setempat. 
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4.3 Nama – Nama demang/lurah/kepala pekon sebelum dan sesudah 

berdirinya pekon Yogyakarta 

 

NO PERIODE NAMA KEPALA DESA 

1.  1919 s/d 1921 RM. ONGGO DIPURO 

2.  1921 s/d 1927 DIPONEGORO 

3.  1927 s/d 1930 KH. TOYIB 

4.  1930 s/d 1932 SASTRO PAWIRO 

5.  1932 s/d 1936 RESO SUDARMO 

6.  1936 s/d 1938 KROMO DIMEJO 

7.  1938 s/d 1939 RESIO SUDARMO 

8.  1939 s/d 1940 KARTO DIJOYO 

9.  1940 s/d 1949 GITO WARTOYO 

10.  1949 s/d 1952 KARTO DIJOYO 

11.  1952 s/d 1953 DONO DISASTRO 

12.  1953 s/d 1955 KARTI WIYONO 

13.  1955 s/d 1955 HARJO SENTONO 

14.  1955 s/d 1965 CIPTO MIHARJO 

15.  1965 s/d 1967 PRIO SUHARJO 

16.  1967 s/d 1969 RADMO WARDOYO 

17.  1969 s/d 1972 R. HARIYANTO 

18.  1972 s/d 1977 S. PUJO WALOYO 

19.  1977 s/d 1979 RADMO WARDOYO 

20.  1979 s/d 1988 SUMARNO.Bsc 

21.  1988 s/d 1997 RADMO WARDOYO 

22.  1997 s/d 1998 M. RIZAL 

23.  1998 s/d 1999 SUTOMO 

24.  1999 s/d 2001 MAHADI 

25.  2001 s/d 2006 TURYONO 

26.  2006 s/d 2006 RAHWOYO 

27.  2006 s/d 2012 TURYONO 

28.  2012 s/d Sekarang DARYANTO 

Sumber : Data pekon Yogyakarta, 2022 

 

Berdasarkan tabel diatas bapak daryanto memimpin pekon Yogyakarta 

sejak tahun 2012 dan di tahun ini merupakn periode yang kedua beliau 

menjabat. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan karakteristik 

dari bapak daryanto ini adalah beliau berkarisma dan bekerja dengan baik 

dan berdedikasi kepada masyarakatnya. Walaupun masih ada beberapa 

kekurangan seperti hasil wawancara peneliti dengan bapak daryanto, 

beliau tidak begitu pahamnya mengenai program keluarga harapan di 

pekon nya sendiri, padahal seharusnya aparat pekon atau instansi setempat 

harus paham tentang program bantuan seperti yang dijelaskan pada buku 

kerja PKH tahun 2019. 
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4.4 Demografi 

 

Batas Wilayah Desa 

Letak geografis desa Yogyakarta, terletak di antara : 

Sebelah Utara  : Pekon Sukoharjo IV 

Sebelah Selatan  : Pekon Yogyakarta Selatan 

Sebelah Barat  : Pekon Klaten 

Sebelah Timur  : Pekon Kediri 

 

Dari batas wilayah diatas pekon Yogyakarta letaknya berada ditengah tengah 

yang artinya sangat strategis. 

 

 

 

Luas Wilayah Desa 

1. Pemukiman   : 152,60 ha 

2. Pertanian Sawah  : 33,593 ha 

3. Ladang    : 25,50  ha 

4. Perkantoran   : 1  ha 

5. Sekolah   : 0,75  ha 

6. Hutan    : -  ha 

7. Rawa-rawa   : -  ha 

8. Lapangan Sepak Bola : 1 Buah (80m x 120m) 

 

Berdasarkan data diatas luas pertanian pekon Yogyakarta berkurang 

drastis diakibatkan ada pemecahan wilayah yaitu pekon Yogyakarta 

selatan yang mana dipersawahan di Yogyakarta Selatan lebih luas 

disbanding pekon Yogyakarta. Perairan sawah menggunakan sungai 

bulok yang tidak pernah surut. Hasil dari sawah tersebut biasanya 

sebagian dijual dan sebagian lainnya untuk dikonsumsi. Lama panen 

sendiri sekitas 4 bulan sekali.  Dari hasil observasi ternyata sawah seluas 

33 Ha tersebut tidak semua milik masyarakat Yogya akan tetapi 

kebanyakan pemilik sawah tersebut berasal dari pekon tetangga seperti 
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pekon Klaten dan Kediri. Untuk sebegian masyarakat yogya ada yang 

hanya bekerja sebagai petani penggarap saja dengan system bagi hasil. 

 

Sementara itu wilayah ladang beraneka ragam, berdasarkan hasil 

observasi peneliti ada beberapa area ladang seperti melati dan jagung. 

Untuk melati sendiri ternyata ibu – ibu penerima PKH rata – rata bekerja 

sebagai buruh petik melati di pekon Yogyakarta. 

 

Orbitasi 

1. Jarak ke Kecamatan    : 7 Km 

2. Lamaijarak tempuhike Kecamatan  : 10 menit 

3. Jarakike IbukotaiKabupaten   : 3 Km 

4. Lama jarakitempuh ke IbukotaiKabupaten : 5 menit 

 

Jumlah Penduduk  

1. KepalaiKeluarga   : 927  KK 

2. Laki-laki   : 1576  orang 

3. Perempuan   : 1424  orang 

4. JumlahiJiwa   : 3000  jiwa 

 

4.5 Keadaan Sosial 

 

Pendidikan 

1. SD/MI   : 1819 orang 

2. SLTP/MTs   : 815 orang 

3. SLTA/MA   : 104 orang 

4. S1/DIPLOMA  : 97 orang 

5. Putus   Sekolah  : 80  orang 

6. Balita    : 55      orang 

7. Buta  Huruf   : 30 orang 
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Lembaga Pendidikan 

1. Gedung TK/PAUD : 1 Buah / Lokasi di Dusun Jogowiryo 

2. SD/MI  : 2 Buah  

3. SLTP/MTs  : 0 

4. SLTA/MA  : 0 

5. Lapangan Sepak Bola / Stadion Mini : 1 Buah, lokasi di Dusun Jogowiryo 

Berdasarkan hasil observasi oleh peneliti, pada pekon Yogyakarta tidak 

memiliki fasilitasekolah SMP dan SMA. Oleh karena itu anak-anak PKH 

usia SMP dan SMA harus bersekolah di luar pekon. 

 

Kesehatan 

1. Kematian Bayi 

Jumlah Bayi dilahirkan Tahun 2022   : 54 Bayi 

Jumlah Bayi Meninggal Tahun 2022   : 0 Bayi 

 

2. Kematian Ibu Melahirkan 

Jumlah Ibu Melahirkan Tahun 2022   : 54  Orang 

Jumlah Ibu Melahirkan Meninggal Tahun 2022 : 0  Orang 

 

3. Cakupan Imunisasi 

a. Cakupan Imunisasi Folio    : 52 Orang/anak 

b. Cakupan Imunisasi DPT    : 52  Orang/anak 

c. Cakupan Imunisasi Cacar   : 53 Orang/anak 

 

4. Gizi Balita 

a. Jumlah Balita     : 235 Orang 

b. Balita Gizi Buruk     : 0 Orang 

c. Balita Gizi Buruk     : 0  Orang 

d. Balita Gizi Kurang    : 9  Orang 

 

5. Pemenuhan Air Bersih 

a. Pengguna Sumur Galian    : 550 KK 

b. Pengguna Air PAM    : 0 KK 

c. Pengguna Sumur BOR    : 50 KK 
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d. Pengguna Sumur Hidran    : 0 KK 

e. Pengguna Air Sungai    : 327 KK 

Pada pekon Yogyakarta memiliki aliran sungai yang cukup untuk 

memenuhi keperluan seperti untuk MCK . 

 

6. Keagamaan 

 

a. Islam      : 2098  Orang 

b. Katolik      : 0 Orang 

c. Kristen      : 2  Orang 

d. Hindu      : 0 Orang 

e. Budha      : 0 Orang 

 

7. Tempat Ibadah 

a. Masjid / Musholla    : 10 Buah 

b. Gereja      : 0 Buah 

c. Pura      : 0 Buah 

d. Wihara      : 0 Buah 

 

 

4.6 Keadaan Ekonomi 

 

Pertanian 

Jenis Tanaman 

a. Padi Sawah      : 33 ha 

b. Padi Ladang      : 0 ha 

c. Jagung      : 10 ha 

d. Melati       : 15,5 ha 

e. Tembakau      : 0 ha 

f. Tebu       : 0 ha 

g. Kakau       : 1 ha 

h. Sawit       : 0 ha 

i. Karet       : 0 ha 

j. Kelapa      : 5 ha 
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k. Kopi       : 0 ha 

l. Singkong      : 0 ha 

Berdasarkan data tanaman yang ada di pekon Yogyakarta mayoritas 

menanam padi dan juga melati. Dari hasil tersebut mereka jual dan sebagian 

di konsumsi. Untuk melati milik perseorangan dan kemudian masyarakat / 

penerima PKH bekerja sebagai buruh petik melati 

 

 

Peternakan 

Jenis Ternak 

a. Kambing      : 22 ekor 

b. Sapi      : 80 ekor 

c. Kerbau     : 0 ekor 

d. Ayam      : 2000 ekor 

e. Itik      : 0 ekor 

f. Burung     : 0 ekor 

g. Lain-lain     : 0 ekor 

 

Perikanan 

a. Tambak Ikan     : 0 ha 

b. Tambak Udang    : 0 ha 

c. Lain-lain     : 0 ha 

Berdasarkan data perikanan tidak ada yang memiliki usaha perikanan, 

padahal di pekon Yogya sendiri memiliki aliran sungai. Hal ini sudah 

dilakukan observasi oleh peneliti dengan mencari dan menggali 

informasi, ternyata memang budaya miskin yang masih melekat di 

pikiran masyarakat miskin disana dan sering kali muncul rasa malas 

untuk bekerja. 
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4.7 Kondisi Pemerintahan Desa 

 

Lembaga Pemerintahan 

 

a. Kepala Pekon / Desa     : 1  orang 

b. Sekretaris Pekon / Desa   : 1 orang 

c. Perangkat Pekon / Desa   : 9 orang 

d. BPD/BHP     : 7 orang 

 

 

Lembaga Kemasyarakatan 

 

a. LPM      : 1 

b. PKK      : 1 dan 4 Pokja 

c. POSYANDU     : 3  kelompok 

d. Pengajian     : 6  kelompok 

e. Arisan      : 16  kelompok 

f. Simpan Pinjam    : 10  kelompok 

g. Kelompok Tani    : 8  kelompok 

h. Gapoktan     : 1  kelompok 

i. Karang Taruna    : 1  kelompok 

j. Risma      : 4  kelompok 

k. Ormas / LSM     : -  kelompok 

l. Lain-lain     : -  kelompok 

 

Pembagian Wilayah 

 

a. Dusun Yogyakarta I    : Jumlah 2 RT 

b. Dusun Yogyakarta II    : Jumlah 2 RT 

c. Dusun Jogowiryo    : Jumlah 3 RT 
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4.8 Struktur Organisasi Desa 

 

Susunan Organisasi Pemerintahan Pekon Yogyakarta Kecamatan 

Gading Rejo Kabupaten Pringsewu 

 

Nama – nama aparat pekon : 

Kepala Pekon/Desa  : Daryanto 

Sekretaris Pekon / Desa  : M. Riski Nugroho 

Kepala UrusaniPemerintahan : Miswanto 

Kepala UrusaniUmum  : Yudianto 

Kepala UrusaniPembangunan : Winardi 

Kepala UrusaniKesra  : Anwar Nurdiansyah 

Kepala UrusaniPelayanan  : Chandra Pamungkas 

Kepala UrusaniKeuangan : Supinah 

 

KepalaiDusun : 

1. DusuniYogyakarta I  : Sugianto 

2. DusuniYogyakarta II  : Supandi 

3. Dusun Jogowiryo  : Rukanto 

 

Susunan Organisasi Badan Hippun Pemekonan Pekon Yogyakarta 

Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu 

 

Ketua  : Joko Susilo 

Wakil Ketua : Sugiharto 

Sekretaris  : Harsono 

Anggota  : Sudarto 

     Suparno 

     Sumino 

  Sri Wahyuni  

Badan Hippun Pemekonan (BHP/BPD) semakin dikuatkan sebagai lembaga 

permusyawaratan ditingkat Pekon. Penguatan Tugas Badan Hippun Pemekonan 

(BHP) merupakan amanah dari UU Desa. Secara Yuridis, tugas Badan Hippun 
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Pemekonan mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa. 

Badan Hippun Pemekonan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga 

yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 

penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 

demokratis. 

Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan ditingkat Pekon, memperkuat 

kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, 

Pemerintah Pekon dan Badan Hippun Pemekonan memfasilitasi penyelenggaraan 

Musyawarah Pekon. 

Pemilihan anggota Badan Hippun Pemekonan (BHP) dilakukan secara 

demokratis, yakni dipilih dari dan oleh penduduk Pekon yang memenuhi 

persyaratan calon anggota Badan Hippun Pemekonan (BHP). 

Dalam Permendagri Nomor 110/2016 Tugas Badan Hippun Pemekonan (BHP) 

mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Pekon 

bersama Kepala Pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Pekon, 

dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Pekon. 

Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Hippun Pemekonan juga mempunyai 

tugas sebagai berikut.: 

1. Menggali aspirasi masyarakat 

2. Menampung aspirasi masyarakat 

3. Mengelola aspirasi masyarakat 

4. Menyalurkan aspirasi masyarakat 

5. Menyelenggarakan musyawarah Tugas Badan Hippun Pemekonan (BHP) 

6. Menyelenggarakan musyawarah Pekon 

7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Pekon 

8. Menyelenggarakan musyawarah Pekon khusus untuk pemilihan Kepala 

Pekon antar waktu 
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9. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Pekon bersama Kepala 

Pekon 

10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Pekon 

11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan 

Pekon 

12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Pekon 

dan lembaga Pekon lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur 

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Tugas Badan Hippun Pemekonan (BHP) tersebut, termuat dalam Bagian Kedua 

Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BHP Permendagri Nomor 

110 Tahun 2016 tentang BHP. 

 

 

 



 

 

 

 

 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

6.1 Kesimpulan 

 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 

1. Kontribusi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menunjang 

pendidikan siswa kurang mampu di Pekon Yogyakarta adalah, dengan 

adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada RTSM sangat 

banyak manfaatnya. Dan anak-anak dari keluarga RTSM bisa menempuh 

pendidikan minimal pendidikan dasar 9 tahun. 

2. Kendala dalam pemberian bantuan PKH di bidang pendidikan adalah 

terkadang bantuan sering terlambat saat waktu pencairan, serta penerima 

bantuan hanya mengharapkan uangnya saja dan tidak dibarengi dengan 

peningkatan prestasi dari penerima bantuan PKH bidang pendidikan. 

 

 

6.2 Saran 

 

Saran yang ingin penulis berikan untuk penelitian ini adalah : 

1. Pihak yangnmengelolah Program Keluarga Harapan (PKH) mulaindari 

pihak pemerintahan sampaindengan pendamping dannpeserta supaya 

menjalankanifungsi sebagaimanaimestinya.  

2. Masyarakat yangnmenerima bantuanndari Programa Keluarga Harapan 

(PKH) supaya benar-benartmemanfaatkan bantuan itutuntuk keperluan 

pendidikannya.  

3. Anak yang menerima bantuan hendaknya berupaya untuk meningkatkan 

prestasi belajar sehingga apa yang menjadi tujuan pelaksaan Program 

Keluarga Haarapan benar-benar bisa terwujud.  
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